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BAB 'E

PENDAHULUAHRS - .-/f

1.1 Latar Belakang Masalah | -_f; /

R vmm—

Perkembangan ilmu Pengetahuan dan teknologi sejalan
pula dengan pesatnya pembangunan disegala bidang
menuntut adanya sumber daya manusia yang profesional dan
berkualitas untuk mengantisipasi perkembangam pem-
bangunan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa peranan
tenaga Kkerja semakin menentukan dalam segalah aspek
pembangunan, disamping itu pembangunan dibidang industri
pada hakekatnya adalah bagian dari pembangunan Nasional,
vang merupakan upaya bangsa Indonesia, mulai dari
Repelita I sampai pada Repelita ii ini yang bertujuan
untuk meningkatkan kesejahtraan rakyat bagi pada
masyarakat yang berada pada daerah pedesaan. Dalam pada
itu menurut Arifin Salatang (1886 : 24) mengemukakan
bahwa

"Pembangunan adalah suatu proses yang kompleks dari

suatu keadaan hidup selanjutnya diwaktu lain vyang
relatif 1lebih baik atau tinggi tingkatannya dari
pada sebelumnysa menurut sistem nilai tertinggi
dari masyarakat vang bersangkutan sebagai
unkuran/pedoman tertinggi".

Dengan demikian Jjelas bahwa setiap pembangunan
selalu ingin mengubah keadaan hidup manusia yang sangat
kompleks sifatnva, sehingga kualitas hidup lebih mening-

kat lagi. Dalam kaitan itu, maka pemerintah Republik

Indonesia telah mengambil beberapa kebijaksanaan dalam
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menyalurkan tensgs kerja untuk mengisi tahap pembangunan
tersebut, baik tenaga kerja wanita msupun tenaga kerja
pria.

Disamping itu proses industrialisasi yang mendo-
ronng semua hkegiatan perchonomian dengan segala sspeknys
telah menimbulkan masalah baru dibidang ketenagakerjaan
itu sendiri. Pihak pengusaha mengharspkan peningkstan
profesional dan harus pula memperhatikan kepentingan
tensga kerja mengenai keselamatan kerja maupun kesehstan
serta memenuhi kebutuhan materil sesuai dengan martabat
dsn nilasi-nilai kemanusian. Jadi antara pihak pengnssha
dan pihak pehkerja zatan buruh harus ada keserasian sehing-
ga terjadi hubungan yang harmonis dalam menciptakan makna
ketenagahkerjasan dalam suatu perusahaan/industri guns
mencapai peninghkatan produksi.

Untuk mencapai maksud 4di atas dipandang perlu agar
semua pelaku vang ikut berperang serta baik pengussahs,
pekerja buruh mauvpun pemerintah vntuk melaksanakan atau
mewnjudkan hubungan Industrial Pancasila tersebut dengan
merumuskan kesamaan pandangan, tujuan serta landasan dan

sarana-sarana yang mendorong langkah pelsksanaan Hubungan
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Industrial Pancasila vang sesuai dengan nilai-nilai
falsafah Pancasila.

Dalam Tap MPR No. II/HMPR/1983 tentang GBHN butir di
bidang ketenagakerjaan ditegaskan bahwa :

“"Kebijaksanaan pengupshan dan penggajian didasarkan
pada kebutuhan hidup, pengembangan diri dan
keluargas tenaga kerja dalam sistem upah yang tidak
menimbukan kesenjangan sosial, dengan mem-
pertimbanghkan prestasi kerja dan nilai kemanusian
vangd menumbuhkan rasa harga diri. Pengupahan dan
penggajian, kondisi kesehatan, keselamatan dan
lingkungan kerja, pendayagunaan tenaga kerja
wanita serta syarat-syarat kerja lainnya
pelaksanaanya perlu ditinghkatkan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pemberian perlindungan terhadap setiap tenaga kerja
wanita maupun pria adalah merupakan realisasi dan nilai-
nilai sistem Hubungan Industrial Pancasila, bahkan perlu
dibins sebagsimana yang ditegaskan dalam ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/HPR/1883 tentang
Garis-Garis Besar Haluan Negara, pada pembangunan sektor
tenaga kerja angka 10, huruf C vang menegaskan sebagai
berikut

"Pembinasn hubungan Perburuhan perlu diarahkan

kepada terciptanyva kerja sama yvang serasi antara
buruh dan pengusaha yang dijiwai oleh Pancasils
dan UNdang-Undang dasar 1945, dimana mnasing-
masing pihak saling menghormati, saling mnen-
butuhkan, saling mengerti peranan serta hak dan
melsksanakan kewajiban masing-masing dalam seluruh
proses produksi, serta dalam usaha meningkatkan
partisipasi masyarakat dslam pembangunan”.

Konsepsi Hubungan Industrial Pancasila vang

dicsnanghan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara



tersebut, membswa konsepsi bagi Perusahasn Kain Suaters
Mustagim Di. Kab. Daerah Tingkat II Wajo untuk member-
ikan perlindungsn bagi tensgsa kerja yangd bekerjs pada
perusa-haan tersebut.

Bertolak dari pemikiran ini, penulis mencobs
menelusuri dan merumuskan suatu anslisis hukum berkenssan
dengan hubungsn antara pekerja dan pengusaha hkhususnya
dalam kebutuhan kerja melalui Kesepshatan Kerja Berssms.
Penulis zkan wmenghkaji penerapan Kesepahatan Kerjas Bersama
dalam Perussahaan kain Suters MHustagim di Ksbupsten Daersh

Tingkat 1I Wajo.

1.2. Perumussn Hasalah

Berdasarhan pada perumusan masalah vang telah
dikemunbhankan, maks untuk mempertsjsm lenghap msssalsh yasng
zkan dikaji sebagsi berikut

1. Sejauh mana pelakssnasn Kesepskstan Kerjs Bersams

(KEB) dibidang pemberian upah dan cnti pada

Perusshaan Kain Sutera Hustagim di Daerah Tingkst II

¥zajo.

2. Faktor-Faktor apahkah yang mempengaruhi pelaksanasan
Kesepakatan Kerja Berssma (KKB) dibidang pemberisn
upah dan cuti pada Perusahaan Kain Sutera MHustagim

di Daerah Tinghkat II Wajo ?




1.3. Tujusn dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telsh dikemukakan
maka tujusn penelitian sebagai berikut

1. Tojusn Penulisan

[
)

&. Untuk mengetahui pelaksanaan Kesepakataﬁh.ﬁerja
Bersamsa (KKB) pada Perusshaan Kain Sutera
Mustagim.

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang wempengaruhi
manpun yang menghambat Pelaksanaan Kesepaksatan
Kerja Bersama pada Perusahaan Kain Sutera
Mustagim.

2. Kegunazn Penelitian

a. Dapat dijadikan bahan informasi berkensan dengan
Pelaksanaan Kesepakatan FKerja Bersama (KKB),
khususnya pada Perusahaan Kain Sutera Mustagim di
KEsb. Dmserah Tingkat II Wajo.

b. Dapat dijadikan sebagai kajian pengembangan
ilmiah berkensan dengsan Kesepakatan Kerjas Berssma

(KEB )
1.4. Hetode Penelitian

Yang digunakan adalah sosioclogis yang hendak
menghaji Pelakssnaa Kesepshkatan Kerjs berssamna padsa
Perusahaan Kain Sutera Mustsagim

Teknik Pengumpulan Data
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Penelitian Pustaka (Library Research)

Penelitian ini dilakukan dengan menghkaji berbagai

literatur yang relevan dengan materi wmustasn skripsi

ini.Hal ini dimaksudkan untuk mempertajam landasan
teori shkripsi ini.

Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitisn ini dilskukan dengan Jjslan mengadakan

kunjungan langsung pada lohkaasi penelitian yaitu

pada Perusshsan Ksin Sutera MHustsgim di daersh

Tinghkat II W®Wajo. Dalam hal ini data diperoleh

melalui wawancara dengan pihak yang terkait dalam

Pelaksanaan Resepakatan Kerja Bersama

1. Pegawai pada Kantor Depnaker.

2. Pimpinan pada Perusshaan Kasin Sutera MHustagim.
Sepuluh orang pada Perusahaan Kain suters
Mustagim

3. Sepuluh orang pada Perusahaan Kain Sutera

Mustagim.
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TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Kesepakatan Kerja Bersama
Didalam memberikan suatu pengertian terhadap suatu
istilah diharapkan memerlukan adanya salah satu sasaran
vang harus dicapai dalam usaha untuk memberikan suatu
pengertian vang dimaksuq.sebelum penulis 1lebih lanjut
menguraikan tentang pengertian Kesepakatan Kerja Bersama,
maka terlebih dahulu akan menguraikan bahwa Kesepakatan
Kerja Bersama adalah istilah yang digunakan sebagai
pengganti istilah Perjajian Perburuhan atau Perjanjian
Kerja bersama. Sebagaimana dalam buku Badan Pembinaan
Hukum Nasional (BPHN) Simposium Hukum Perburuhan
menguraikan tentang perbedaan mendasar antara Kesepakatan
Kerja Bersama dengan Perjanjian Perburuhan.
Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut
a. Perbedaan Dasar.
Perjanjian Perburuhan berasal dari negara Industri
Barat yang dasarnya adalah individualisme dan libera-
lisme. Manifestasi dari faham ini adalah pekerja dan
pengusaha adalah dua pihak yvang mempunyai kepentingan
vang berbeda dalam perusahaan. Mereka bebas melakukan
perundingan dan membuat perjanjian tampa campur tangan

pihak lainnya sedangkan Kesepakatan Kerja Bersama,



pandangan bahwa antara pekerja dan pengusaha terdapat
hubungan vang bersifat harmonis dan hekeluargdssn serts
kegotong-royongan. Hereka bebas melakukan perundingan
dan membuat perjanjian ssal saja tetap memperhatikan
kepentingan yang lebih luas, yaitu masyarakat Bangsa
dan Negsara.

Perbedaan dalam Pelaksanaan Perbuatan. | <AV Q...
Perjanjian Perburuhan dibuat melalui perundindan vang
bersifat taswar-menawsar. Dalsm proses tawar-menswar
ini, masing-masing pihak memperbesar kekustannys dan
bahkan digunshkan segalsh mscam cara seperti pemogohan
dan penutupan perusahaan. Sedangkan Kesepsakatan
Eerja Bersamza dibust bukan berdasarkan tawar-menawar,
tetapi melalui musyswarah dan nufakat. Dalam
perundingan tidak diperlukan kekuatan tawar-menawar
tapi sifat keterbukaan, kejujuran, pemahaman terhadap
kepentingan sewmua pihak.

Perbedaan dalam Hasil.

Perjsnjian Perburuhan, hasilnya adalah suatu per-
janjian vyang merupakan keseimbangan dari kekuatan
tawar-menawar. Keseimbangan akan berubah apabila
keseimbangan kekuatan akan berubah. Karena itu masing-
wasing pihak selalu berusaha sehkuat tenaga memperbesar
kekuatannya masingd-masing. Sedangkan Kesepakatan Kerja

Bersama, hasilnya adslah kesepskatan vyang merupskan




titik optimsl yang bisa dicapai menurut kondisi vyang
ada, dengan mempertimbanghan kepentingan semna pihak.
Titik optimal itu akan berubah, apsbilas kondisi
berubah.

Dengan demikian maka aturan baik dalam Perjanjian
Perburuhan atau KesSepakatan Kerjs Bersams mempunysi
kekuatan Hukum sebagai Undang-Undang dan berlaku bagi
kedua belah pihsk.

Sebagaimans vang diuraikan oleh Sendjum H.
Manolang, (1880 : 74) tentang pengertian Kesepsksatan
Kerja Bersamsa adsalsh

"Eesepskatan Kerja Bersamsa adalah perjanjian/

kesepakatan vyang diadakan antara Serikat Pekerjs
atau Serikat-Serikat Pekerjs vang telah terdaftar
pada Departemen Tenaga Kerja dengan Pengusaha atsu
Perkumpulan Pengusaha yang berbadan hukum, yang
pada umumnys atan semata-mata memusat sysrat-syarst
kerja wvang harus diperhatikan dalsm perjanjian
kerja".

Dengan demikian Kesepakatan Kerja Bersama merupa-
kan susatu peraturan induk atau peraturan dasar bsgi
perjanjian kerja, baik terhadsasp perjanjisn kerja vyang
sudah diselenggrakan masupun yang skan diselenggrakan.

Selanjutnya menarut Ho. 21 Tshun 1854 pasal 1
ayat c menguraikan tentang Perjanjian Perburuhan
bahwa:

"Perjanjian Perburuhan adalah perjanjian vang

disdakan oleh ssatu ataun beberapa serikat buruh

vang terdsaftsr pada Depsartemen Perburuhan dengsan
seorang &atasu beberapa perkumpulsn msjiksn yang
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berbadan hukum, yvang berbasdsn huokam, yang psds

umumnya atan semata-mats wmemuat syarat-syarat

perburnhan vang harus diperhstikan dslam
perjanjian kerja”.

Dari ketentuan di ztas menetapkan hak dan kewajiban

buruh dan majiksn, secsra musyswarsh antara hkedus belah

pihak, serikat burnh dan majiksn. Dari masyarahat

tersebut melahirkasn mwmufskat dimana hsk buoruh untuk

mendapathan upah dari majikan dengan _hewajiban
mnenjslnghkan pekerjasan serta hak majikan /gﬁng}iﬁq(*éasa
dari hasil kerja buruh. y W 0 Y

\ S
1
Dalam Kesepakatan Kerja Bersama dikensal ‘pqénya

perjanjisn kerjs, dalam hal ini ysng nelakukah'hg;ganjian
adalah orgsnisasi serikat pekerja dengan perusahaan/
kumpulan pernsahaan dsn semakin bessr serikat baruh,
wakin banyvaklah orang yvang terikat dari perjajian kerja
itu. Anggota dari pihak ysng menyelenggdrakan perjanjisn
itu, semuanys terikst juga wmereka yang tidak setujuh
dengan isinya. Dengan adsnya  perjanjian kerja, bsaik
pengusaha maupun buruh tidsk boleh mempertshankan dan
melskuoksn pekerjsan semena-mena melaingksn harus sesuai
dengan yang ditentukan dalam perjanjian hkerjsa.

Henurut Pasal 1801 KUH-Perdata (Djumsdi 1982:23)

menvatakan bshwa

"Perjanjian FKerja adslah hagil kesepshkatan antara
majikan dan buruh untuk menjalin habungan kerjs
dimsna pihsk buruh mengiksatkan diri kepada pihak
majiksn selama sesuatu Jangka waktu tertentu
dengan mewperoleh upah tertentu seperti yvang telah
disepakati bersama”.
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terjadinva hubungan kerja itu oleh m®masing-masing pihak
yang bersanghutan, werupakan tanda resminya hubungan
kerja, dimana pihak pengusaha mempekerjsksn buruh pada
perusahsan tersebut, untuk jangha waktu terbatas dengan
segalah sesuatu yang telah dinyatakan dalam perjanjisan
kerja tersebut, *

Dengan terwvnjudnya hubungsn hkerja naks beik

pengdusaha maupun tenada kerja {(buruh) yang bersangkutan,
masing-masing telah memperoleh hak, dimana pengusaha
berhak memerintah atau menugaskan buruh agsar bekerja
dengan giat dan rajin tanpa melampsui batas-bstas dari
pada 1isi perjanjian itu, dan tenaga kerja itu berhak
menerima upah dan jaminan lainnya kepada pengusaha tanpa
melampauil pula batas-batas perjanjian tersebut.
Dalam suatu masyarahat moderen, musyswarah untuk
Kesepakatan Kerja Bersama merupahkan lembaga yang sangst
penting demikian Jjugas fungsinya penting sehkali karens
melalui =musyawarah untuk mufakat inilah serikat pekerjs
dapat memenuhi kewajibannys kepada para anggotanya untuk
berusaha meningkatkan kondisi dan persyaratan kerjs serta
jeminan sosisl.

Kesepakstan Kerja Bersama dilihat dari segdi
hubungan kerja merupakan suatu karakteristik vang
esensial yasng diskui bagi pihak pengusaha, pekerja maupun

pemerintah. Hubungan antara pengusaha dan tenaga



kerja/pekerja merupakan hubungan yang berdimensi banyak.
Hubungan yang terjadi tidak hanya sematas-mata menyangkut
aspek ekonomis tetapi juda aspek sosial, budaya, politik
bahkan vang menyanghkut aspek keamanan.

Oleh karena itu dalam mengatur hubungan tersebut
perlu diusahakan sgar sejauh munghin =ada kejelasan
pengaturan atas hak dan kewajiban masing-masing pihak.
Dengan adanya kejelasan/kepastian atas hak dan kewajiban
tersebut akan terjalin hubungan yang serasi dan harmonis
antars piha-pihsk vyang bersanghutan (Pengussha dan
Pekerja).

Hamun dalam praktek, pengaturan atas hak dan
kewajiban khususnya vyang berkaitan dengan persyarstan
kerjs tidak sederhana, karena adanya berbagai faktor
seperti

8. Tidah wunghkin mengatur semusa persyaratan kerja ke
dalam peraturan perundang-undangan.

b. Adanya kepentingan vang berbedsa vang ikut
nenpengaruhi perumusan persysratan kerja.

Dalam peraturan persyaratan kerja dipergunaksn dua
mnekanisme vang saling menunjang yaitu

a. Peraturan Perundang-undsngan.
Persyaratan kerja yang dituangkan dalam peraturan

perundang-undangan ataun yang sudsah bersifat



-
-

8. Perasturan Perundang-undangsan.

Persyaratan herja vang dituanghkan dalam peraturan
perundang-undangsn ataun ysng sudah bersifat norms-
tif harus dipatuhi oleh semuza pihak vyang ber-
sanghuntan stan yang berkepentingsan.

b. Pengaturan khusus yang berlaku dalam perusahaan
masind-mssing. Hal ini diperluksn adasnya hal-hal
vang tidak wunghin diastur dalam peraturan perun
dangan karena adanya kekhususan tertentu atan
karena sangat dipengaruhi oleh pelaksanasa hkeadaan
ataun kondisi perusahasan masing-masing.

Pengaturan ini antara lain dapat dilakukan welalui
Kesepakatan Kerja Bersama yang dalam istilsh lama
disebut dengan Perjanjian Perburuhan. Pada dasarnva
Kesepakatan Kerjs Bersama dibentnk atas dasar adanys
khesepakatan kedua belah pihak, sehinggga apa vyang di-
sepakati akan mengikat kedua belah pihak, yaitu pengusaha
dan pehkerja.

Selsnjutnya asas perjanjian maka kepada pihak vyang
diberikan kelelussan/kebebasan vntuk menetsphkan perse-
tujuan mengenai apa saja yang dikehendakinya sepanjang
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-uandangan
dan norma-normz masyarakat.

Perjanjisn itu harus mencerminkan keadilan dan
menguntunghkan keduns belah pihak, sebab apabila perjanjian

itu telash disahkan dan ternyata salah satu pihak melsahu-
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kan tuntutan karensa MEerasa dirugikan, maks
tuntutannya adalah kuat. Karena menurut pasal 1338
KUH-Perdats menyatahkan
"Semua perjanjisn yang dibust secara sah berlaku
sebagai Undang-undang bagi mereks vang
wembuatnya” .

Ini berarti bahwa Kesepakatan vang berlaku dalam
bentuk Kesepsksatan kerjs Bersama dimana kedua belah pihak
terikat yang mewmberikan hak dan kewajiban baik bagi buruh
selaku pemberi kerjs mauvpun majikan selshu penerims
kerja.

Dengan melihat pasal tersebut diatss maka, kits
dapat ditarik Resimpulan tentang sdanysa suatu kebebasan
dalam membuat perjanjisn dan sifat terbukanya hukum
perjanjian ini. Jadi perjanjiasn yang diasdskan secara sah
itu mengikat sebagai Undang-undang bagi mereka. Misalnya
sajs seperti penulis uraikan disini ysitu perjanjian
kerja, perjanjian ini mengikat antara pihak pengusaha
dendan pihak tenaga hkerja (buruh) dan berlaka sebagai
Undang-undang bagi mereka.

\ Jika ternyata, materi muatan Kesepakatan Kerja
Bersama terdapsat didalamnya bertentangan dengan sysarat-
syarat tersebut di atas, maks dengan sendirinya batal
demi hukum dan tidsk mengikat oleh pihak-pihak ysang
terlibat didzalamnya. Hal ini =esuai dengan pengertian

bahws Kesepakatan Kerja Bersams merupakan persaturan

dasar sebagai perjanjian kerjs.



Haksud adanya pembatasan ini untuk melindungi pihak
vang lemah untuk menujuh kepada suatu tujuan guna untuk
menjamin penghidupan yang layak bagi kemanausian terhadap
setiap warga nedarsa. Kesepakatan Kerja Bersamsa memuat
berbagai hal antara lain : Syarat-syarat kérja,'ﬂpah, Jam
kerja, Jaminan sosial, dan lain-lain.

Kesepakatan Kerja Bersama 9qng telgﬁ di-
tanda-tangani shkan mengikat pihak-pihak yang
menyelenggrakannya. Oleh karena itu agar supays isi
Kesepahatan Kerja Bersama tersebut benar-bensr dipahami
oleh seluruh anggotanya maka timbullah kewajiban sebagai
berikut
1. Kewajiban bagi pengurus Organisasi ( Pengusaha dan

Pekerja ) ialah:

a. Hemberitahuksan isi Kesepakatan Kerja Bersana
tersebut kepada para anggotanya, termasuk apabila
RKesepahkatan Kerjs Bersama tersebut diubah,
diperpanjand atau diperbaharui.

b. Hengusashakan agar anggotanya memenuhi aturan yang
berlaku untuk mereka.

2. Kewajiban anggota ialah melaksanskan ini atau menepsati
segalah aturan yang dicantumkan dalam Kesepakatan

Kerjas Bersama dengan sebaik-bsiknya vyaitu sebsagsi

kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh.
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Hasa berlakunya Kesepakatan Kerja Bersama hanya
dapat dibuat untuk paling lama 2 (dua) tahun. Jika tidsak
ada ketentuan lain, wmaka Kesepakatan Kerja Bersama yang
telah dibust berlaku terus menerus untuk waktu yang sama,
akan tetapi tidak melebihi waktu satu tahun kecuali bila
ada pernyatssan untuk mengakhiri, yang dapat dilakukan
selambat-lambatnya satu bulan sebelumnya dari waktu
Kesepakatan Eerja Bersama berskhir/mass berlaskunya.

Pernyataan untuk mengakhiri Kesepakatan Kerja
Bersams harus dilakukan dengan surat tercatat dan
ditujukan kepada semua pihak. Pembatalan sebagian atau
seluruh Kesepakatan Kerja Bersama vyang diselenggarakan
hanya dapat dilakukan oleh masing-masing pihak karena

adanya alasan memaksa.

2.2. Dasar Hukum Kesepakatan Kerja Bersama
Terdapat berbsgsi hetentuan yang saling terkait
berkenaan dengan dasar Hukum Pengaturan Kesepakatan Kerja
Bersama (KKB) seperti yang terurai dibawah ini
1. Undang-undang No. 21 pasal 1 ayat 1 tahun 1854 tentang
Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dengan
Pengusaha (majikan)
2. Undang-undang No. 18 tahun 18956 tentsng Persetujuan

Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional HNo. 88

mengenai berlakunya dasar-dasar dari pada hak untuk
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berorganissai dan untuk berunding bersama ( Right to
Organisation and Colletive Bargaining )

3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 01 tshun 1985 psasal
7 tentang Pelaksanaan Kesepakatan Kerja Bersama

Salah satu sarana bagi terwujudnya atau tercapainya
tujuan perjuangan serikat pekerjsa adalsh melalui
Kesepakatan Kerjas Bersama . Dalam Undsng-undang HNo. 21
tahun 1854 tanggsl 28 Mei 1854 disebut dengan Perjanjian
Perburuhan, yaitu Perjanjian antara Serikat Pekerja atsau
gabungan Seriksat pekerja dengan pengusaha atsu gabungan
pengusshs yang berbsdsn hukum, yvasng padsa umumnys semats-
mata memuat syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam
perjanjian kerja. Jadi spsbila dslam perusshaan telah
terbentuk unit kerja serikat pekerja maka tidak ada
alasan bagi pengusahsa untuk menolak terwujudnya
Kesepakatan Kerja Bersama itu.

Dalam rangka terlskssnanya Kesepsahkstan Kerja
Bersama ini pemerintah telah wemberikan perhatian yang
khusus dengan mengeluarksn persturan Menteri Tenags Kerja
Ho. 02 tahun 18768 tanggsl 17 Juli 1876 tentang peraturan
Perusshasn. Persturan MHenteri ini mewajibkan kepada
pengusaha vyang mempekerjakan pekerja sebanyak S0

orang atau lebih untuk menyusun persturan perussahaan.
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Adaknya pewmerintah serius dan nyata-nyata. Belum
genap 2 (dus) tshun perstursn Menteri tersebnt diatas
telah dicabut dendan dikeluarkannya Peraturan MHenteri
vang baru yaitu Ho. 02 tahun 1978 tanggal 3 Haret tentsng
Peraturan Perusahaan dan Perundingdan Pembuatan Perjanjian
Perburuhan. Dalsm Peraturan Henteri ysng terakhir ini
ditetapkan bahwa bagi Perusahaan vyang mempekerjakan
peherja sebanyah 25 orsng atzu lebih wajib wmenvusun
peraturan Perusahaan. Dan dalam menyusun peraturan
perusahasn ini wajib berkonsultasi dshulu dengan peherjs.

Dendan kewajiban vang demikian akan terwujudnya
Kesepakatan Kerjs Bersama dalam perusshaan bukanlah yang
merupakan vyang sulit lagi. Langkah yang tinggal diambil
dengan membentuk suwatu wvnit kerja dalsm perusahsan.
Bagi pengusaha sebenarnya juga bukan merupakan persoalsan
veng bessr vang perlu dikhaswatirhan. Bahkan pengusahs
akan lebih terjamin untuk merundingkan syarat-syarat
kerjs dasn sebasgsinya dengan pekerjs yang terorganisasi
dalam serikat pekerja dari pada bila pekerja tidak
terorganisasi.

Kembali kepsda Undang-undsng No. 21 tshun 1854,
dalam penjelasan undang-undang tersebut disebuthan
beberapa hal yang bersifat umum vang disnggep penting
1. Kebebasan mengadakan perjanjian antara kedua belsah

pihak vysasitu serihst peherja dengan pengusahs tentang
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hal-hal vyasng dikehendaki oleh kedus belah pihak.
Campur tangan dengan pihak lain atas 1isi perjanjian
tidak terjadi.

2. Kebebasan tersebut tentu bukan tanpa batas, melainkan
hal-hal vysng diperjanjikan itu harus mengenai suatu
vang laysk atau yvang adil.

3. Kesepshatan Kerja Bersama tidak dspat diabaikan oleh
seorang pekerja vang wengdadsakan perjanjian dengan
pengusshsa atau (perjanjian perseocrangan). Dengan
perhataan lain perjanjian kerja individu vang
dilakukan oleh seorsng pekerja tidak boleh
bertentangan dengan Kesepakatan Kerja Bersama vang
dibusat oleh Serikat Pekerja.

Dalam Undang-undang No. 18 tshun 1856 tentang hak
untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama yang
bersumber pada persetujuan Konvensi ILO No. 98 tersebut
dinyatakan bahwa tindakan yvang sesusai dengan kesadsan
Nasional harus diawmbil dimanz perlu, untuk mendorong dan
memajukan sepenuhnya perkembangsn dsn penggunszan hak
perundingan suka rels antaras organisasi/serikat pekerja
dengan maksud mengatur syarat-syarat kerja dan keadaan-
keadsan kerja dalam perjanjian perburuhan. Dengan adanya
Undang-undang tersebut kekhususnya pembentukan
Kezsepakstan Kerja Bersama dinegarsa kita mempunyai

landasan hukum ysng kast.



Hamun mengingat Undang-undang khususnya UU. No. 21
Tahun 1954 lahir pada ssaat bangss kitsa menganut
demokarasi liberal maka filosofi perjanjian perburuhan
(Kesepakatan Kerja Bersama) Jjuga berfilsafah 1libersl
dimana masing-masing pihak berusaha dengan berbagai upaya
untuhk membels kepentingan semasta-mats, tanps nen—
perhatikan kepentingan pihak lain dan bila mana perlua
dengen wmelshuksn penehkanan-penehanan pada pihgk'lgiﬁhya.

Akan tetapi dengan telah dianut suatu falsafah
Hubungan Industriasl Pancasila (HIP)} dimana Kesepahkatsan
Kerja Bersama merupakan salah satu sarana untuk melaksa-
nakan Hubungan Industrial Pancasila dimana falsafah
liberal yang menjiwai UU Bo. 21 tahun 1854 tentunvas tidak
sesuai lagi dan kasrenanya harus disesuaikan dengan Jiwa
daripada falsafah Hubungan Industrial Pancasila itu
sendiri dan berssashan pads :
a. Kekeluargaan dan Gotong-royvong serta
b. Husyawarah untuk Hufskat.
QOleh karena itu dalam pembuatan Kesepakatan Kerja Bersama
juga berasashan hkepada hkedua asas tersebut. Dengdsan
demikian adanya perbedaan kepentingdan diantara pihak-
pihak bukan untuk dipertentanghkan askan tetapi
musyawarahkan secara kekeluargaan danm dotong-royong
sehingga tercapai suatu kesepakatan.

Hamun kepada pihak-pihak masing-masing diberikan
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kebebasan mau merundingkan pembuatan Kesepakatan Kerja
Bersama. Peranan Pemerintah dalam hal ini untuk mendorng
pihak-pihak agar mau berunding bersama Kesepakatan Kerja
Bersama.

Adanya dorongan tersebut diberikan dalam bentuk
seperti
8. HMenetapkan Persturan Perundangsn.
b. Penyuluhan/bimbingan kepada para pihsk.
¢. Penerbitan pedoman-pedomsn untuk memudahkan pihak-

pihak menyusun Kesepakatan Kerja Bersama.

2.3. Syarat dan Prosedur Kesepakatan Kerja Bersama

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 49 tahun 1854
dan pasal 2 UU No. 21 tahun 1854 Kesepakatan Kerja
Bersama harus dibuat dengan surat resmi dan atau surat
vang ditandatangani oleh kedua belah pihsk.

Syarat yang harus dipenuhi dalam Kesepakatan Kerja
Bersama adalsh
a. Nama, tempat keduduksn serta alamsat Serikat

Pekerja.

b. Hama, tempst keduduksn serts =alsmst Pengussha/

Perkumpulan Pengusaha yvang berbadan Hukum.

c. Nomor serta tanggsl pendaftasran Serikat Pekereja
pada Departemen Tenada Kerja. Kesepakatan Kerja

Bersams hsrus dibubuhi tangdsl dan ditandsatangani




oleh kedua belah pihak atau wakilnya dan jika

Kesepakatan Kerjas Bersama dibunat oleh seorang

wakil, harus ada surat hkuasa yang dilampirkan padsa

surat asli Kesepaskstan Kerja Bersams.

Apabila dalam Kesepakatan Kerja Bersama tidak ada

ketentuan lain maska Kesepakatan Kerja Bersama

tersebut mulai berlaku sejak tanggal
penandatanganan. Kesepshkatan Kerja Bersama harus
dibuat sekurang-kurangnya rangkap tiga, satu
helai/rangkap dikirim kepada Menteri Tensgs Kerja
untuk dimasukkan dalam suatu daftar, satu helsi
untuk Serihkat Pehkerjs dan satu ranghkap lagi untuk

Pengdusaha/Perkumpulan Pengusaha.

Dalam UU No. 21 tahun 1854 diwajibkan bahwa
Kesepakatan Kerja Bersama harus dibust dengan akts resmi
atan surat yang ditandstangani oleh kedus belash pihsak.
Tentand c¢ara membuat dan mengatur Kesepakhatan EKerjsa
Bersama ini dspsat dilihat pada Peraturan Pemerintah
No.498 tahun 1954 tanggal 17 September 1954, dimana
antara lain diatur

1. Kesepaksatan Kerjs Bersams hsrus memust
a. Nama, tempat kedudukan, serta alamat Serikat
Pekerja.
b. Nawma, tempat kedudukan, sertas slsmst Pengusahs/

Perkumpulan Pengussha yang berbadan hukum.
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c. Nomor dan tanggal pendaftaran serikat pekerja
pads Departemen Tensga Kerjs.

Kesepakatan Kerja Bersama hsrus dibubuhi tanggsl

dan ditsndatangdsni oleh kedus belah pihak, stau oleh

wakilnya. Wakil tersebut harus memiliki surat kuasa

dilampirkan pada surat asli Kesepakstan Eerja

Bersama.

. Untuk pihak berbentuk perhkuspulan, penandatasngansan

dilakukan oleh pengurus yang menurut peraturan dasar

berhak untuk itu atau wakilnys (berdasarkan sursat

kuasa).

Jika dalam Kesepahatan Kerja Bersama tidak ada

ketentuan lain msaka perjanjian itu mulai berlaku

pada hari penandatsngdannya.

Kesepakatan Kerjs Bersama harus dibuat sekurang-

kursngnya dalasm ranghsp tigs masind-masing

a. Satu untuk Pengusahsa.

b. Sstu untuk Pekerja/wakilnysa.

c. Satu untuk dimasukkan dalam daftar vang
disediskan untuk di Departemen Tenags Kerja.

FKesepakatan Kerja Bersama akan wmengikat pekerja

dengan menjadi snggota maupun tisp snggots perkumpulan

pengdusaha.Sebab itu isi Kesepshatan Kerja Bersamas wajib

diberitahukan kepada para angdotanya . Cara pemberitahuan

dapat secara lisan ataupun tertulis. Bila tertulis dapat



melalul papan pengumuman yang disediakan untuk itu atan
paling efektif ialah dengan memberikan turunan/ salinan
surat Kesepskstan itu yang biassnya dalam bentuk buku
vang siap dibagikan pada setizp anggotanya. Sebenarnya
pemberitahuan ini sifatnya hanyva formalitas sebab pada
umuERNys para anggota telah mengetahui pada waktu
menyetujui dalam rapat anggots kewajiban memberitahukan
isi Kesepakatan Kerjs Bersams tersebut berlaku bilamana
diadakan perubahan-perubahan didalam Kesepakatan EKerja
Bersama stau pada waktu berberlskunys diperpanjang.

Dalam peraturan Henteri Tensaga Kerisa No.
Per. Ol/Hen 1985 pasal 2 maska prosedur pembuatan
Kesepakatan Kerja Bersama menurut Peraturan Henteri ini
adalah sebagsi berikut

a. Apsbila salsh satu pihsk mengajukan permintasn untuk
membuat Kesepakatan Kerja Bersama kepada pihak
lain, mashs permintsan tersebut hsrus disjuksn serta
dendan konsep Kesepakatasn Kerja Bersama.

b. Jiks Kesepakataﬁ Kerja Bersame dibuat untuk pertama
kali maka Serikat Pekerja harus mempunyai anggdota
sedikitnys 50 (lims puluh)} persen dari jumlsh pekerje
vang bekerja diperusahaan tersebut.

¢. Selsmbast-lambstnysa 30 (tigs puluh) hari sejak
permintaan pembuatan Kesepskatan EKerja Bersama

diterims, permusyswsratsn harus sudah dimulai.
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d. Yang dapat mewakili pihak-pihak dalam perundingan
pembuataan Kesepakatan Kerjs Bersama sdalah :
d.1. dari pihak tenagda kerja/karyawan adalsah

pengurus serikat pekerjsa pe;uﬂahaan- vang
A

A

\ _
d.2. dari pihak pengusaha adalah pimpinan Perusshaan

bersanghutan.

vangd bersanghutan. .
Apabila pihak-pihak mewmerlukan pendamping, maka yang
dapat ditunjuk sebagai pendamping adalah wakil-wakil
dari perangkat organisasi pekerjs dan organisasi
pendusaha satu tingkat lebih tinggi dan tidak boleh
menunjuk wahkil-wakil dari lusr orgsnisassi Serikat
pekerja atau Organisasi Pengusaha, apabila tidak ada
naka dapat menunjuk wakil distasnys lagi.

e¢. Batas waktu permusyawaratan pembuatan EKesepakatan
Kerjs Bersama  secara bipartit adalah 30 (tiga
puluh) hari terhitung sejak tanggdal permusyawaratan
dimulai.

f. Apsbila dalam waktu 30 (tige puluh) hari kedua belah
pihak tidak dapat menyelesaikan pembuatsan
Eesepakstan Kerja Bersama, mska sslah satu atau
kedua belah pihak wajib melaporkan secara tertulis
kepada Kantor Departemen tenaga Kerja setempat untuk
diperantarai, atau atas kemauan kedua belah pihak
dapsat memints penyelesaisan melalui lembags

Arbitrase.
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g. Perantaraan oleh Pegawai Perantara atau Penyelesaian
melalui Arbitrsse harus dspat diselesaikan dslam
waktu paling lsma 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
permintsan tersebut diterima.

h. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari Pegawai
Perantara tidsk dspat menvelesaikan pembuatan
Kesepakatan Kerja Bersama, maka pegawai Perantara
harus melaporkannys secara tertulis kepsda Henteri
Tenagda Kerja

i. Henteri Tensga Keriza menetsphkan langkah-langhkah
penyelesaian pembuatan Kesepakatan Kerja Bersama
dengan memperhatihkan hasil musyawarah tinghsat
bifartit dan tingkat perantara serta peraturan
perundang-undangan yang berlshu, paling lasma dalam
waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan
tersebut.

Dari prosedur pembuatan Kesepaskatasn Kerja Bersamsa

seperti yang diatur dalam Peraturan Henteri tersebut

diatass mska dapat dilihst hal-hal sebagai berikut

1. Di sawmping sifat kebebasan secara sukarela dari
pihshk-pihak untuh werundinghan pembuatan
Kesepakatan Kerja Bersama, Jjuda terlihat
bersifst wajib ysitu spsbila sads permintasn

secara tertulis dari salah satu pihak.
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2. Adanya pembatasan waktu perundingan pembustan
Kesepashatan Kerja Bersama basik ditinghst Bifartit
maupun Tripartit vyang Jjumlah keseluruhannya
adalsh 80 ( sembilan puluh) hari.

3. Yang dapat mewakili pihak-pihak dalam perundingan
pembuatan Fesepahkatan Kerja Bersama atau vyang
dapat wmendampingi pihak-pihak dalam perundingan
hanyalah dari organisssi Serikst Pehkerja dan
Organisasi Pengussha.

Disawping pengaturan prosedur perundangan, mnaka
dalam usaha  menghundari pemborosan biaya-biaya
perundingan, telah ditetaphan mengensi

a, Tempat perundingan, yaitu pada prinsipnya harus
dilakukan di Kanior Perusahsan yang bersanghkutan
kecuali atas Kesepakatan kedua belah pihak ditentu-
kan lain.

b. Bisys  permusyswaratan dibebankan kepada  pihsk
Pengusaha kecuali apabila pihak Serikat Pekerja yang
bersanghutan sudsh mamnpu ikut membiavsi, dengan
ketentuan bahwa biaya harus dapat ditekan dalam
batas-batas yang wajar.

Perundingsn =adslah jaslan untuk wmencari alternatif
terbaik bagi kedua belah pihak, dari sekian banysk
slternatif vyang dikemukskan. Ini bersrti bshwa setiap

perundingdan vang baik selalu memiliki lebih dari sata
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alternatif untuk dipecahkan. Berunding bersrti siap untuk
"berhomproni” dalam arti sisp untuk memperlunak prinsip
vang selama ini dipegang. Oleh sebab setiap team
perunding harus menguasai materi, hkeadaan, dan kalau
perlu sikap dari lawan beranding.

Perundingan RKesepakatan Kerja Bersama adalah
merundinghsn seluruh isinya. Kesepakatan Kerja Bersams
werupahkan pshket, vang kebetulsn terdiri dari pasal demi
pasal. Tidak bersrti bahwa setiszp pasal berdiri sendiri,
dan dibahas sawpail tuntas.

Tidak terdapat ketentuan perundangan yvang mengatur
tentang lams perundingan. Ini berarti bahwa perundingan
tentang Kesepzhatan Kerja Berscama dapat dilakukan tanpa
batas. Prahktek sebenarnya memerlukan batas lamanya
perundingan ini berlansung sebab ternyata terdapat
perusshaan yang dapat menyelesaikan perundingan dalam
jangka wahktu kurang dari 1 (satu) bulan, namun terdspat
pula yang baru berhasil menyelesaikan dalam jangka wahktu
lebih dari 3 (tiga) bulan.

Menteri Tenaga Kerja sendiri telah memberikan
ancar-ancar Jangks waktn 1 (sstu) bulan untuk
menyelesaikannya.

Dimanakah letak kesulitannya sehingga kadang-kadang
suatu perundingsn Kesepahkatan Kerja Bersama memerluksn

waktu bulsnsn untuk wmenyelesaikannya 7 Menurut Martoyo



(1881 : 89) bahwa sebab-sebasb kesulitan itu dapat terjadi

harens

"1. Hubungsn Industrial Pancasila tidak mengejar
materil semsata-msatsa.

Pengusaha tidahk terbuksa.

Kesepakatan Kerja Bersama mengatur syarat-
syarat kerja vang shan dstang.

Tuntutan Serikat Pekerja vyang tidsak ada
hentinys.

RKurang kewenangan dari tesm perundingan.

Tehnik perundingsn vang kurang tepat.

Rurang persispan

Pergantisan Pimpinan Serikat Pekerja Unit
Kerja".

WD~IDH = WM

Berdasarkan hal tersebut di atas tentu masih ada
problem 1lain vyang dijumpai berdasarkan keadsasn dan
kondisi-kondisi setempat. Untuk mengidentifikasi problem
sudah sulit. NHamun yang lebih sulit adalah memecahkannya
karena hal demikian memerlukan kemaunan yang keras dan

tulus.

2.4. Fungsi Kesepakatan EKerja Bersama dalam Eaitan

Hubungan Industrial Pancasila.

Pada dasarnya semua pihak baik pengusaha, karyawan
pemerintah msupun masyarakat secara langsung atasu tidak
langsung wmwempunyai kepentingan atas Jjalannya setiap
perusahsan. Sering terdapat pandangan vang keliru satas
perusahaan vyaitu pandangan yvang wmengsnggap bashwa vyang
mempunyai hkepentingan atas susatu perusshaan hanyalah
pengusaha atau pemilik modal yvang bersanghutan.
Kekeliruan pandangan ini dspat terjadi karena bebersps

kemunghinan.



Eemungkinan kedua dapat timbul sebagai akibat
prasangka dari karyawan sendiri yang sering mengangdap
bahwa pengusaha selalu mengambil keuntungan terlsalu
banyak dan memberi bagian karyawan yang terlalu Bqdikit.

Bahwa pengusaha mempunyai kepentip‘ah atas

kelangsungan dan keberhasilan perusahaan ‘@haiah Jjelas

\

dan wajar, yaitu karena tangdgungjawab morilnyva sebaq&i
pimpinan. Sebagai sumber penghidupannya dan —untuk
mendapat keuntungan yang sesuai dengan modal vang
ditanamkannya. Namun karyawan dan serikat pekerja Jjuga
wempunyai kepentindan yang sama atas perusahaan, yaitu
sebagai sumber penghidupan dan penghasilan.

Di doronng oleh adanya kepentingan yvang sama antara
pengusaha dan karyawan atas Jaslannya perusahaan dan
dengan adanya keterlibatan keduanya dalam proses
produksi, makz timbullsh hubungan antara pengusasha dan
karyawan atau serikat pekerja. Hubungan tersebut
dinamahkan Hubungan Industrial Pancasila satsu Industrisl
Relation.

Henurut Sendjum H. Hanulang, (1880 : 145)

“"Hubungan Industrial Pancasila adalah sisten
hubungan vyang terbentuk antars pars pelaku dalam
proses produksi barang dan Jasa ( pekerja,
pengusasha, pemerintah ) vang didasarkan atas
nilai-nilai vang merupakan manifestasi dan
keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD 1845

vang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian
bangsa dan kebudaysan Hasional Indonesia™.
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Perusahaan bagi pemerintah mempunyai arti vyang
sangat penting karena perusshsan betapapun kecilnya
merupakan bagian dari kekuatan ekonomi yang wmenghasilkan
barang ataun jaszs untuk mewenuhi kebutuhan mssayarshat.
Merupakan suatu sumber dan sarana vang efektif untuk
menjalankan kebijksanaan pembagisn pendaspatesn Hasional
Oleh karena itu pemerintah mempunyai kepentingan dan ikut
bertanggungjavwsb atas kelangsungan dan keberhasilan
setiap perusahasn.

Dalam Hubungan Industrisl Pancasila naks
Eesepakatan Kerja Bersama sangat penting karens merupskan
kelembagaan partisipasi vang berorientssi psds usaha-
usaha untuk memngembangkan, melestarikan keserasian
hubungan kerjs, usahsa dan kesejshtersan bersama. Di
samping Kesepakatan Kerja Bersama, pada dasarnya
dibentuk dasar kesepakatan kedua belsh pihak sehingda spa
vangd di sepakati akan mengikat kedua belah pihsak.

Kesepakatan Kerja Bersama mempunyai fungsi sebagdai
pedoman induk, mengenai hak dan kewajiban bagi pekerja
dan pengdusaha sehingda dapt dihindarkan adanys perbedsan
pendapat antara pekerja dan pengussha. Dan di ssmping itu
Kesepakstan FKerjzs Bersams dapat memberiksn sarana untuk
menciptakan ketenangan bsagi pekerja dan kelangsungsan
usaha bagi perusshsan desn Jjugs merupakan partisipasi

pekerja dalam penentuan kebijaksanaan dalam perusahaan.




pendapat antara pekerja dan pengussaha. Dan di samping itn
Kesepakatan Kerja Berssama dapat memberikan sarana untuk
menciptakan ketenangan bagi pekerja dan kelangsungan
usaha bagi perusahasn dan Jjuga mernpakan partisipasi
pekerjs dalam penentu;n kebijaksanaan dslam perusahsasn.
Melihat dari fungsi Kesepakatan Kerja Bersama maksa
dalam simposium Hukum Perburuhan (1978:22) wmenysatakan
hubungan Industrial Pancasila dengan Kesepahatan hkerja
Bersama adalsh
1. Kerjasama dalam produksi yang berarti bahwa antara
pekerja dan pengussha / pimpinan perusahasan adalsah
teman sepeherja dalam proses produksi.
Yang berarti baik pekerja msupun pengusshs atsn
pimpinan prusshaan wajib bekerja sama antars yang satu

dengan vang lsin serta membantu dalam kelancaran usaha

dalam meninghathan dan menaikhkan produksi.

[

Kerjasama dalam menikmati hasil perusahaan.

Artinvys bahwa peherja dan pengussha / pimpinan
perusahaan sadslah teman seperjusngan daslam pemeratsan
menikmati hasil perusahaan yvang berarti haeil ussaha
vang di terima perusshsaan, dinikmati berssma dengsn
bagian yang layak dan serasi dengan prestasi kerja.

3. Kerjasama dalam bertanggungjawab.

Artinva bahwa pehkerja dan pengusaha / pimpinan
perusahaan adalah teman seperjuangan di dalsam

bertanggungjawab vang meliputi
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a3. Tanggungjiswab terhsdsp Tunhan Yang Maha Esa.

b. Tanggungjawab kepada Bangsz dan Negara.

¢. Tanggungjswsb hepads masyarshst sekelilingnvys.

d. Tanggungjswab hkepada pekerja dan keluarganya.

e¢. Tanggungjswab pada perusshaan dimanz merehks
behkerja.

Sebagaimana vang dikatzakan Henteri Tenaga Kerja
Cosmas Batubars dalsm Sorotsn Pers tentang
Ketenzagaskerjsan (1888-1893 : 239} bahus

"Kesepakatan Kerja Bersamsa sebsagai salsh satu

sarzna pelzksanasn Hubungan Industrial Pancasila
mernpakan perwunjudan bentuk masyswarsh mafahat
entara penguszha den serikat pekerja. Kesepakstan
Kerjas Bersaswms dalam konteks Hubungan Industrisl

Pancasila merupakan sarana vyang efektif untuk
menciptakan iklim dan suasansa hetenangan bekerja

dan ketenangan berusaha. Helalui penerapan
RKesepashatan Kerjs Bersams, hesejahterasn dan
kuslitas masyarahat pekerjsa dapat terus
ditingkatksn" .

Berdasarkan dengan nilai maka hak dan kewajiban
peherjs serts pengusshs yang disepakati secars musyswarsh
mafakat antsra pengnsahs dan pekerjs vang dimuat dalam
Kesepshkatan Kerjs Bersams mempunyai arti vyvang ssngat
penting. Di samping nilai vang akhir vang telah dicapai
secara musyawarah mufahkat, maka keikut sertsan pehkerjz
dalam merumuskan hak dan hkewsjiban tersebut merupakan

proses dasn praktek demokrssi lingkungan perusshsan.




BARB 3

SEEELUMIT KEADAAN PERUSAHAAN EKAIN SUTERA MUSTAQIM

3.1. Sejarah Singkat Perkembangan Perusahaan Kain Sutera
Mustagim.

Perusahaan industri kain sutera Alat Tenun Bukan
Mesin (ATBM) "Haji Mustagim " adalah pernsshsan industri
keeil yang bergersh dibidang tekstil yang berkedudukasn di
Kabupaten Wajo tepatnya di Senghksang.

Pada mulanya kegiatan pertenunannys vang dirintis
oleh pemiliknya H. Mustagim sebagai pimpinan perusshasn,
hanya dengan menggunsksn zlat tenun tradisional yakni
gedokan. Alat ini di gunskan mulsi tahun 1872 dan
menghasilkan sarung sutera gedokan yang pemasaran masih
terbatas untuk daersh Kabupaten Wajo, Soppeng dan
Kabupaten Bone.

Produksi sarung suterz tenun ini meningksat pessat
sehinggs tshun 1874. Bersama dengan itu .mulai puls
dirintis Alat Tenun Buksn Hesin (ATBHM) vang Jugs mem-
produksi kain suters yang lebar kainnya 70 cm. Baru pads
tahun 1881 mulzi tercorganisasi secaras baik.

Dengan digunaksnnya salat tenun ini maka produksi sarung
tenun gedokan sudah mulai menurun, sementara produksi

kain tenun ATBM meninghat terus.
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Pada tahun 1883, perusahaan ini mulai memproduksi
tiga Jjenis komuniti dari suters yaitu, baju bodo, dan
bahan pakaian <(kain sutera) vyang kesemuanya ditenun:
dengan menggunakan ATBH. fl

Pada tahun 1884, produksi sarung tenﬁ&magggﬁkah
mulai menurun sementara itu ATBM sudah dapat memproduksi
kain dengan lebar 90 cm sampai sekarang.

Dalam masa perhkembangan industri sekarang,
perusahaan ini mulai dikenal hasil produksinya dikalsngan
perusahaan pertenunan Sutera di Indonesia. Untuk itu
pemilik sehkaligus pimpinan perusshaan tidsk segsn-segan
datang ke Jakarta secarsa priodik, untuk mengintip
kecenderungan mode. Jugs dengan mengihuti pameran-pameran
baik dalam nederi maupun di luar negeri. Hal ini dapat
kita 1lihat dalsm seranghksian kegitan perusahaan sebagsi
berikut
a. Pada bulan Haret 1883 untuk pertams kalinya mengihuti

temu karya Pendrajin Tingkat Nasional vang
diselenggarakan di Taman Hini Indonesia Indah Jahkarta.
b. Pada bulan Desember 1985 menerima panghargaan Upakarti
dari Bapak Presiden Soeharto di Istans Negara
Jakarta.
c. Pads tahun 1985 Jjuga, Bapak Hartarto sempat

mengunjungi lokasi pertenunan di Sengkang Kabupaten

Hajo.
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d. Pada bulan Desember 1988, menerima 1lagi penghargasn
Upakarti dari Bapak Presiden Soeharto di Istans Negars
Jakarta.

Demikisnlah sebagian dsri kegistan vang telah
dilakukan oleh perusahaan tersebut dalam ranghka
mnemperkenalkan tenun suters Sulawesi Selatan.

Hasil produksi sutera ini pemsasarannya kini sampai
ke seluruh Indonesia dan bahkan di luasr negeri.

Khusus pertenunan ini, maka riwayat pendiriannya adalah

berdasarkan

a. Surat izin wusaha perdsgdangsn nomor SIUP Ho. 0287/
01-18/PK/Nasionsl.

b. Surat Tanda Daftar Perusahaan No. 20185800158
berdasarkan Undang-undang No. 3 tahun 1982 tentang
wajib Daftar Perusshsan.

c¢. Surat Tanda Pendaftaraan Industri Kecil yang terbaru
dari Dinas Perindustrian Kabupaten Wajo HNo. 28/
WO-SB/IK/X11,/1887.

d. Surst 1izin Penetspan Usszha yang terbaru dari Pemrds
Tingkat II Wajo No. Ekon. 4/ 258/VII1/1880.

e¢. Penerapan Kesepakatan Kerjs Berssma pads tshun 1881.

Sebagai faktor yand mendukung sehindgda berdirinya
perusahsan ini adalsh melsalui pertimbangan vang menjadi
dasar pendirinya di Kab. Wajo Sulawesi Selatan antara

lain sebagsi berikut
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a. Keadaan Penduduk

Daerah Sulawesi Selatsn sejak dulu dikensl sebagai
penghasil sarung tenun vang berkualitas tinggi. Hal ini
dapat dilihat pads sarung tenunan Bugis dan sarung Handar
vang banyak dikenal didalam nederi maupun di luar negeri.
Ini disebabkan adanya hketerampilan serta keahlian masya-
rakat Sulawesi Selatan khususnya dalam bidang pertenunsan
sutera vyazng sudsh berlangsung secars turun temurun.
Dengdan demikian setelah didirikannya perusahaan tenun
sutera ini dapat dianggap sebagai bapak angkat dalam hal
lebih meningkatkan potensi vang sudah ada dengan Jjalan
membimbing serts membina baik pengetshuan msupun tingkat
keterampilan masyarakat sehingda sasaran untuk mencapai
kualitas dan kusntitas dspat lebih ditinghkathkan lsgi.
b. Keadaan Alam

Lokasi tempat perusshaan ini didirikannys yaitu
ditengah hota Sengkang Kabupaten Wajo. Karena perusahaan
ini terletsk pasda daersh vang juga merupshan poros lalun
lintas beberapa daerah di Sulawesi Selatan, maka akan
nemudahkan pemasarannya ke daerah yang ada disehkitarnya.

Perlu dikeetahui bahwa perusahaan ini adalsh
merupakan perusahsan induk yang mempunysi beberaps unit

usaha sebagai berikut




1. Unit I berlokasi di Desa Paria.

2. Unit II berlokasi di Desa Cappawengeng
3. Unit III berlakasi di Desa Wage

4. Unit IV berlokasi di DEss Ujungnge

5. Unit ¥ berlokasi di Desa Callaccu.

Dari beberaps unit tersebut wssih mempunyai sub-
sub unit bertebaran di beberapa desa di Wilayah Kabupaten
Wajo, mengingst pada umumnya tenaga kerja vyang ada
mempunyai tempat tinggdal jauh dari+ perusshaan induk.
Dengan demikian tenaga kerja tersebut cukup ditampung
unit Desa atau sub Unit perusahaan yang terdekat. Hal ini
pula dimaksudkan agar penduduk yang mempunyai potensi
dibidang pertenuan dapat diserap, khususnya yang berdo-

misili di dserah sehitar perusahsan tersebut.

3.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusaaan Kain
Sutera Hustagim.

Orgsnisasi adalah kumpulan dari beberaps orsng yang
bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Dalam merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan maka
vang paling dari faktor-faktor produksi yang ada yaitu
orang-orang vang behkerjs dalam perusahaan tersebut, yang
mana bahwa perusahaan adalah merupakan suatu sisteh-'yang

terpadu, antara satu bagisn dengan bagiasn vang lainnya

vang saling berkaitan. Dalam hal ini menurut adanya suatn
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tanggung jawab yvand jelas agdar setiap pegawai mengetahui
tugas dan tanggungjawab, yang pada skhirnya dapat menjadi
motivasi bagi mereka untuk lebih dinamis dan kreatif
me lakukan suatu pekerjasan.

Suatu orgsnisasai vyang baik akan mendorong para
pedawal untuk bekerja sama yang baik pula, sehubungan
dengan itu dspat meningkstkan woral dari pada pekerja,
sehingda cenderung untuk melakukan sesuatu dengan baik
dengsn demikian agar daspat tercipta suasana dimana
kepuasan dapat dirasakan baik secara individu maupun
perusahasn secara hkeseluruhan.

Bertolak  dari uraian tersebut, maka pihak
perusahaan telah menyusun struktur organisasi perusahaan,
dimana organisasi ini menunjukkan hubungan struktursl
antara bagian yang satu dengan bagian yang lain dalam
menjalankan tugas-tugasnya masing.

Adapun struktur organisasi Perusahaan Kain Sutera

Husatgim penulis lampirkan pada halaman berikut.
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Sumber Dats: Perusahaan Kain Sutera Hustagim 19884.
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Selanjutnya penulis skan membahas wmengenal tata
kerja Perusahaan Kain Sutera Hustagim.
Dibawah ini aksan diuraikan secara ringkas tata
kerja dan tanggungjawsab masing-masing bahagian
berdasarkan brosur ysng ada dalam Perusahaan Kain sutera
Hustagim
1. Pimpinan Perusahaszan.
Adzlah bertanggung Jawab gecara hkeseluruhasn dalam
pengembangan pada Perusahsan Kain Suters Hustizgim,
menyusun rencana Mkherja, serts mengawasi segalsah
hegiatan-kegiatan dalsm perusahaan.

2. Wakil Pimpinan Perusahaan
Henggantikan Pimpinan Perusahasn apabila sewaktu-
waktu Pimpinan Perussahazn tidak berada ditempat, dan
membawahi Kepala Bagian Pemasaran, Bagian Administrasi
Keuvasngan dan Bagian Produksi.

3. Bagian Keusangsan.
Bertugas untuh mengepalai seluruh hegisatan dsri
pembisysan-pembiaysan kepentingan perussahaan sertsa
membuat honsep tentang laba dan rugi bagi perusshaan.

4. Bagian Produksi.
Bertugas untuk mengepslai bsahagisn peralstian dan
bertsnggungjawab terhadap proses produksi mulai dsri
bahan baku sampai menjadi bahzan yvang jadi untuk dijual
dan disalurkan kepada konsumen.

5. Bagian Pemasarsan.
Bertugas untuk mengepalai seluruh kegistan mulzi dari

Departemen pemassaran sampsi hepengurussn Administrasi




éumum, serta mengelolah kepentingan perusahaan seperti
mnembuat honsep-hkonsep hargs jusal.

6. Kepala Bagian Produksi.
Hempunayi tugas yang sntara lain mengurus penganghsatan
karyawan, pemberhentian hkaryawan, mutasi karyawan,
membayar gaji upsh, mengawasi tentang syarst-syarat
kerja perusahaan, serta berhubungan dengan pihak
Departemen Tenags Kerja.

7. Bahagian Administrasi.
Hembantu dan bertanggungjawab kepada pimpinan serts
mengkoordinir bagian finishing. Bahagian ini Jugds
bertugass untuk mengurus dan menvelenggarahan sasdminis-

trasi dan pembukuan perusahaan.

3.3. Data  Ketenagakerjaan Perusahaan Kain Sutera
Mustaqim.

Setelah dikemukakan struktur organisasi dan tats
kerja Perusahaan Kain Sutera Hustagim, ternyata data
ketenagakerjaan mengalawmi perkembangsn dari tahun ke
tahun, kekhususnya wanita pekerja yang dipekerjskan di
perusahaan tersebut. Untuk memahami secara jelss data
perkembangan ketenagakerjaan Perusahaan Kain Sutera
Hustagim wmaka penulis terangkan dalam bentuk tabel
berdasarkan status ketenagakerjaan, menurut tenaga kerja
tetap dan tidak tetap, menurut jenis kelsmin, desn menurut

tingkat pendidikan, seperti yang termuat dibawah ini




TABEL 1. JUHLAH TENAGA KERJA TETAP DAN TIDAK TETAP

TENAGA KERJA
NO | TAHUN | TETAP TIDAK TETAP JUHLAH
1 18890 12 g8 110
2 1991 12 g8 110
3 1892 16 i 87 113
4 1883 16 87 113
5 1994 20 89 118

Sumber Data : Perusahaan Kain Sutera Hustagim 1884

Berdasarkan tasbel di stss maks dslsm Perusahaan

Kain Sutera Hustagim ada dua bagian tenaga kerja yaitu
tenaga kerja tetap dan tidak tetap. Sebagimana penjelasan
H. Mustagim selaku pimpinan Perusahaan Ksain Sutera
Hustaqim di Kab. Wajo pads tanggal 8-Juni-1984 mengatshkan
pada penulis bahwa :

“Tenaga hkerja tetap adalash tenaga hkerja vang
bekerja pada perusahaan dengan menerima upah atau
gaji vyesng diberikan secara tetap atau setiap
bulan, sedangkan tenaga kerja tidak tetap adalsh
tensga kerjs yang menerima upah atsu gaji tidak
berdasarkan daji atau upah vyand tetap tapi
berdasarkan produksi bsrang yang dihasilkan™.

Sehubungan dengan itu maka dalam pasal 1 Undang-

undang Nomor 14 tahun 1868 dikataksn bahwa:

"Tenaga Kerja adalah tiap orang vang nampu
melakuksn pekerjaan baik di dalam wmaupun dilusar

hubungan kerja guna menghasilakn jasa atau barang
untuk wemenuhi kebutuhan masysrakat”.
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Jadi pengdertian tenagda kerja menuruti ketentuan ini
meliputi tenaga kerja yang bekerja didalam msupun dilusr
hubungan kerja, dengan alat produksi utamanya dalam
proses produksi adalah tenaga kerjanya sendiri, baik
tenaga fisik wmaupun pikiran. Ciri khas dari hubungan
kerja tersebut ialah bekerja dibawah perintah orang lain
dengan menerima upsh.

Selanjutnya menurut Undsng-undang No. Z3 Tahun 1858
Tentang Perlindungan Pekerja Harian Lepas bahwa

“Pekerja harian lepss adalah pekerja y;ng bekerja

pada pengusaha untuk melakukan suatu pekerjaan
tertentu dan dapst berubah-ubah dalam hal waktu

maupun volume pekerjaan dengan menerima upah
vang didasarksn keberhasilan pekerja setiap hari”.
{pasall) y
Berdasarhkan rumUSan-TulusSan tersebut, menurut

penulis telah menunjukkan bahwa seorang yand mampu
nelakukan pekerjaan mahks dia disnggap sebagai tensgds
kerja.

Adapun jumlah tenaga kerja berdasarkan jenis
kelamin pada Perusahaan FKain Sutera Hustagim dapat
dilihat dalam tabel 2.

TABEL 2. JUMLAH TENAGA KERJA BERDASARKAN JENIS KELAKIN.

NO | TAHUN LAKI-LAKI WANITA JUKLAH
1 1980 8 102 110
2 1991 8 102 110
3 1982 10 103 113
4 1993 10 103 113
S 1994 10 108 119

Sumber Dsta :Perusahaan Kain Sutera Hustagim 1884
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Data tenaga kerja tersebut bila diamati telah
nampak bahwa tenaga kerja wanita lebih banyak jumlahnysa
dibanding dengan tenaga kerja pria. Perbedaan ini dise-
babkan karena setiap unit kerja dalam Perusahaan Kain
Sutera MHustagim di Kab. Wajo, lebih banyak memerlukan
tenaga kerja wanita dan memang jenis pekerjaan tersebot
tidak banyak memerlukan kekuatan fisik yang lebih -besar,
pekerjasan itu misalnya menenun kain yang akan diproduksi,
mengdatur hasil produksi. Data tersebut Jjuga Inenberi
informasi bahwa pada setiap tahunnya jumlah tenaga kerja
vang akan dipekerjakan akan terus mengalami peningkatan,
hal ini tentunya sangat menolong masyarakat yang ingin
bekerja dan mengdembanghkan kariernvya.

Selanjutnya penulis akan lawpirkan dalam Tabel 3
vang memuat tentang jumlah tenaga kerja menurut tingkat
pendidikan.

TABEL. 3. JUMLAH TENAGA KERJA MENURUT TINGKAT PENDIDIEAN

TINGEKAT PENDIDIEAN
HG{ TAHUN SD SHP SHA SARJANA JUKLAH
1 1980 - 20 80 - 110
2 1881 - 20 80 - 110
3 1882 - 22 88 3 113
4 1983 - 22 88 3 113
5 1984 - 22 88 8 118

Sumber Dsta : Perusshaan Kain Sutera Mustaqim 1884
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Berdssarksn tsbel distss maka tensga kerjs vyang
bekerja dalsm Perusahsan Kain Suters Mustaqim di Daerah
Tinghat II Kab. Wsjo rstas-rats berpendidiksn tinghkst SMA.
Ini dapat dilihat bshws dalam pembustan kain suters
tidahklah terlslu membutuhkan pendidiksn vyang tinggi

tetapi cukup keshlisn atau keterampilsn.

3.4. Materi Muatan Kesepakatan Kerja Bersama Pada

Perusahaan Kain Sutera Mustaqim

Kesepakatan Kerjs Bersama Perusahaan Kain Suters
Mustagim dibuat/ditanda tangani oleh pihak pengusaha dan
wakil serikat pehkerja dan disshksn oleh Departemen Tenags
Kerja vang berhkedudukan di KAb. Bone pada tanggal 36-
April, msahs pada sast itupulalah dinyatakan malsi
berlaku. Adspun muatannya, penulis hanvs mengemukakan
pokok-pokok sebagai berikut
a. Waktu kerja/hari kerjs dan jam kerja.

b. Sistem pengupahan berupa upah selama sakit.

¢. Tunjangan vang berupa hari rsya, tunjangan pengobatan
dan tunjangan kecelakaan kerja.

d. Istirahat Mingguan/tahun/hamil/izin meninggalkan
pekerjsan dan hari libur.

Setiap perusahsan vang mempekerjakan karyaswan sudah
jelas akaﬁ menimbulksn hak dsn kewsjibasn msks pads
kesempatan ini penulis akan menjelaskan tentang

kewajiban-kewajiban karyswan sebsgai berikut
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1. Setiap karyawan harus hadir/berada ditempat kerja
nasing-masing tepst pada waktunya vang telsh
ditetapkan dan demikian pula pada waktu pulang pekerja

meninggalkan tempat kerja tepat pada wasktunva.

)

Setiap karvawan wajib mengisi daftar
absensi/menyerahkan kartu kerja vang telah ditetsphan
baik pada waktu masuk,/pulang kerja harus
disershkan/diisi oleh karyawan sendiri, apabila tidak
melakukan pengisian daftar absensi tersebut vang
bersanghutsan diasnggsp manker, dsn tidsk dibsyar
upahnysa.

3. Setiap ksryswan waiib mengihuti dan mematuhi seluruh
petunjuk-petunjuk dan instruksi-instruksi vang
diberikan oleh atasan atsu pimpinan perusshasn, yang
berwewenang memberikan petunjuk.

4. Setiasp hkaryswan wsjib melakssnshksn seluruh tugss dan
khewajiban vang diberikan kepadanya oleh perusahssan.

5. Setisp haryswasn wajib menjsgs dan memelihsrs dengsn
baik semua milik perusahasn dan agar segdera melsporkan
kepsds piwmpinsn perusshsan. Apabila menewmui hal-hal
yvang dapat menimbulkan bahaya kerugian terhadap
perusshsan.

8. Setisp hkaryvawan wajib mewmelihara dan memegdsng teguh

rahasia perusahaan terhadap sispapun. \
Seorang calon buruh nsnti wmewpunvysai hubungsn kerjs

dengan  perusahaan setelah melalui beberapa proses
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sebagaimana vang diatur dsalsm pasal 7 Kesepahkatsn EKerjs
Bersama. Pertenunan Sutera Mustaqgim sebagai berikut
Mustagim

"1. Penerimasan haryawan baru di perusahaan
disesuaikan dengan kebutuhan perusahsan dan
untuk diterims menjadi hkaryawan harus memenuhi
gyarat-sysrat vang telsah ditetapkan oleh
perusahaan.

2. Dissmping tersebut diatss calon harvawan harus
lulus dari tes yang diadakan oleh perusahasn.

3. Calon haryawan yang memenuhi persyarastan vang
telsh ditetapkan oleh perasshsan diterima
sebagai hsryawan dengsn masa percobaan 3 (tigs)
bulan terhitung sejak ia bekerjs di perussahaan.

4. Selama dalam wmasa percobaan masing-masing pihak
dapat memutuskan hubungan kerja tanpsa sysrat.

S. Seorang karyawan vyang telah menvelegaikan
dengan baik dianghat sebagsai karyawan sesusi
status penggolongan.

Jika disnalisa syarat kerjs vyang diterapkasn di
dalam Perusshsan Kain Sntera Hustagim seperti vang
dijelaskan di atss, maka Perusahaan Kain Sutersa
Mustagim sudah mengaju pads peraturan perundang-undangsan
dibidang ketenzagakerjasn (UU.No. 14 Tshun 1988 Tentang
Ketentuan Pokok-Pokok Hengenai tenaga Kerja) hanyva saja
menurut hemat penulis pemutusasn hubungan kerja yang
diteraphan dapat saja terjadi secars sevwenang-wenang
karena dilakukan tsnpa syarat. Sementara dalsm msss
percobaan harus ada alasan tertentu yasng menjadi motiv

dilakukannys pemutusan hubungan kerjs.
l
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IKPELEMENTAST KESEPAEKATAN KERJA BERSAMA
DALAM PERUSAHAAN KAIN SUTERA MUSTAQIM

4.1. Pelaksanaan EKesepakatan EKerja Bersama dibidang
pemberian upsh dan waktu istirahat dalam Perusahaan

Kain Sutera Kustagim.

Sebelum membshas tentang pelaksanaan Kesepakatan
Kerja Bersams dibidang pemberian upsah dan waktu
istirahat, maha penulis sakan membahas lebih dahulun
tentang pelakssnaan upsh vang ada dalam Perusahaan Kain
Sutera Mustagim.

Dalam ketentuan Peratursn Pemerinta No. 8 tahun
1981 dikenal beberapa pengupshan, sagar supaya kita
dapat wmenghlasifikasikan sebagai upah yang wajar, wmaksa
seyogyanya kita mengetshui terlebih dahulu beberaps
pengertian upah tentang upah tersebut.

Menurnt Peratursn Pemerintah No 8 tahun 1881 pads
ketentuan umum mengatakan

"Pembayaran upah pada prinsipnya harus diberikan
dalam bentuk nang, namun demihkian dalsm peraturan
pemerintsah ini tidak mengurangi hemunghkinan
pemberian sebagian sebsagian upsh dalsm bentuk
barang yang jumlahnya dibatasi "

Jadi dari uraian tadi maksa dapsat diambil
kesimpulan bahwa keseluruhannya secars jelas mengandung

maksud vyang samz yaitun bahwa upah meruspaksn pendganti




jass vyang telash diserahkan ataun dikerahkan oleh aeseorané
kepada pihak lasin/pengusaha.

Apabila seseorang menggantunghkan hidupnya pada upah
vyang diterimanya melalui usshs satau kerjs, ini dsapat
berarti bahwa disamping apa vang dikerjakannya itu
mencerminkan status, maka Jjuga upah yang di}erinanya
wenentukan tinghkat hidupnya sendiri besep;a’ﬁ;fa='anggota
vang menjadi tanggungasnnys. \ |

Masalah penetapan upah vang diberlakukan dalam
Perusahaan Kain Sutera Hustagim pada dasarnya ditetapkan
berdasarkan keahlian, kecakapan, prestasi kerja dan
kondite yang bersanghutan.

Kenaikan upah tidak dilaksanakan secara otomatis
tetapi berdasarksn pertimbangan atas dasar prestasi dan
kondite kerja masing-masing karyawan dslsm hal ini
dilakukan peninjanan setshun seksali.

Upah vang diberikan kepada seseorang selain dan
seharusnya sebanding dengan kegistan-kegiatsn ysng telsh
dikeluarkan/dikerzhhan, seharusnysa cuhup memsdai satau
bermanfaat bagi pemnsssn bagi kebutuhan hidup yang wsjar.
Dalam hal ini baik karena perbedaan tinghkat kebutuhan dan
kemampusn seseorasng sataupun karena faktor lingkungan dan
sebagainya, pelaksanasn administrasi pengupahan dsapatlah
dikatakan wengandang banyak kerumitan, karena upsh yang

telah ditetapkan oleh seorang pengusaha vang wmunghin




telah diperhitongkan sebijaksana mungkin dapat diterima
vleh sebagian buruh dengan hati yang lega, tetapi mungkin
pula diterims oleh buruh lasinnya secara terpsakss, justru
karena itu upah harue merangsang dan menimbulkan motivasi
heris, maka pada Perusahaan Kain Sutera Hustsgim
diterapkan tambshan pendapatan terhadap upah (selain yang
telah ditentuksn) seperti sdanys bonus, atsu keuntungan-
keuntungan lsinnya, tunjangan-tunjangan fungsional dan
lsin sebsgainys.

Selanjutnya penulis ahan membuat upah dalam bentuk
tabel vang berlaku dalam Perusshsan Kain Sutera Hustagim

di Daerah Tingkat II Kab. Wajo.
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TABEL 4. UPAH TENAGA KERJA PADA PERUSAHAAN KAIN SUTERA

HUSTAQIN.
HO UPAH PEKERJA HARIAN BULANAN
i Upzah minimuan Rp.68.500,-/bln -
2 Upah maximun Rp:.75.000, -/bln -
3 Gaji Pohkaoh - Rp. 50.000,-/bin
4 Tunjangan Jabat- - Rp. -
an
5 Tunjangan Peng- - Rp. 5.000,-/bln
obatan
6 Tunjangan Makan - Rp. 15.000,-/bln
2 Harian - -
8 Borongan = -

Sumber Dats : Persturan Kerepakatan Ker%a Bersama Pada
erusahaan Kain Sutera Mustzgim ,1984

Berdssarkan Tsbel diatas wmaka upah yang diteraphksan
dalam Kesepakatan Kerja Bersama vang ada dalam
Pernsahaan Kain Sntera Mustagqim sudah sesusi dengan upsh
minimun Regional yvang asdz di Sulawesi Selztan.

Masalah upah,yang diterspkan pada Perusshman Kain
Sutera Mustagim, terksdang ditentukan oleh tingkat
produksi barasng yvang dihasilkan .Apsbils seorang pekeris
mampu memprodinkei barang lebih dari yang ditentukan maka
gaji/upah tensga herjs sksn dinaikan.Menurut pendapat
A.Syafri sebagai wahkil pimpinan perusahaan pada
Perusshaan Kain Suters Mustsqim kepsds penulis pada

tanggal 9 Juni 1994 di ksbupaten Wajo mengstakan bahwa
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"Perusahaan Kain Sutera Hustagim masih bersifat
kekeluargsan, asrtinya hkekeluargaan bahws pimpinan
perusahaan nengangdgap bahwa karyawan adalah
kelusrganya sendiri, itupun dalam batas-batas
tertentu yangd sifatnya mendidik dan mengembangkan
usaha tersebut,dan karyvawan jugs harus tahu bahwa
perusahaan itu adalah miliknya”.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas mska dslsm
Perusahaan Kain Sutera Hustagim disamping memberikan upah
sesuai dengan yang ads dalam pasal 10 Kesepakatan Kerja
Bersama juga terkadand memberikan wupah diluar dari
hetentuan tersebut ini karena adanya sifat kekeluargsan.

Penetapan upah didasarkan pada prinsip bahwa
pekerja dan pengusaha wmitra dalam menikmsti hasil.
Sehingda bila perusahaan tersebut mengalami kemajuan,
sewajarnyalah pekerjsa menerima imbalan (upah) yand layak
sesuali dengan kemajuan tersebut

Ketentuan upah minimum Regional terdiri dari upah
pokok (75%X) dan tunjangan tetap (25X). Heski berbagsi
pihahk saling menggembor-gemborhkan perlaksanaan upah
minimum,tapi ternyata masih banyak aksi unjuk rasa maupun
pemogohkan, yasng antara lain tuntutsnnya berisi minta
perusahaan itu melaksanakan ketentuan upah minimun
tadi.Dan anehnya perusahaan itu ternyata mampu membayar
upah sesuai ketentuan pemerintah setelsh karyawannya

melskukan aksi unjuk rasa. Kondisi menunjuhhkan bahwa

banyak pengusaha vyang sengaja tidak wau melsaksanakan



ketentuan upah wminimum. Ada yang beralasan bahwa mereka
belum mengetahui hketentusn ketentuasn upah m®minimum baro
vang mesti dilaksanakan. Tapi alasan ini kurang bisa
diterima pihak pemerintah, karena upah minimuowm regdional
begitu ditandatangani Henteri Tenaga Kerja segera di-
sebarlusshan dizeluruh wilayah vang bersanghkutan.
Sehingga tidak satupun perusahaan vyang lolos dari
hetentuan pemerintah vang waiib diketahui seluruh
masyaraksat.

Selanjutnvs penulis akan membahss unengenai
pelaksanaan wahktu istirahat atau cuti yang ada di d=zalsm
perusahsaan ksin sutra mustagim.

Ketentuan pasal 10 ayst 2 Undand-undang kerja Ho.12
tahun 1848 telah diatur tentang waktu istirahsat. Waktu
istirahat 1ini kewudian di atur pula didalam persturan
kerjas perusshaan.

Apabila ditelaah Undang-Undang tersebut diatas yang
memuat wahktu waktu itirahat mindgduan, istirahat haid dan
hemil serta melshirksn (berssalin).

Undang-undang Kerja Nomor 12. Tahun 1845 pada pasal 10
dikatshan bahwa

"1. Burnh tidak boleh menjslanksn pekerjsan lebih

dari 7 {(tujuh) Jjam sehari dan 40 (empat puluh}
jam sewminggu, Jjadi halau pehkerjaan dijslanhan
pada malam hari atau berbahaya bagi hkesehatan

den heselsmstsn buruh, waktu hkerja tidak boleh
lebih dari 6 jam sehari dan 35 jam seminggu.
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2. Setelah buruh menjalankan pekerjaan selama 4
Jam terus menerus, harus diadshkan waktu
igstirahat tidak termasuk jam kerja pada ayat 1.

3. Tiap Hinggu harus diadakan sedihkhit-dikitnys
hari istirahat”.

Jiks ditelash Undang-undang tersebut mnaka,
pelaksanaan waktu istirahat pada Perusahaan Kain Sutera
Hustagim Tinghst II Kab. Wsajo cukup sesuai. Istirahsat
Mingguan memberikan kesempatan pekerja / buruh untuk
beristirshst dengan mewmulihhkan hewbali tenasgs yvang selams
ini terus menerus dipekerjakannya, oleh sebab ita buruh
berhak atas istirahst wminggusn dsan tidak” diwajibhan
melakukan pekerjaan.

Ketentusn diatss tidak ditentukan hari apa
pekerja harus beristirahat sehingga hetentuan ini
memberikan hehussasn hkepada pihak pengusaha Kain Suters
Mustagim untuk menetapkan hari istirahat mingduan, baik
untuh seluruh perusahaannya, untuk bagian tertentu,
sedala sesuatunya mengingat kepentingan atau keadaan
pekerjaan perusahaan tersebut.

Pelaksanaan waktu istirahat mindduan pada
Perusahaan Kain Sutera Mustagim diberikan kepsda semus
buruh {pekerja) mengingat Jjika ada pekerjaan vang
tertimbun-timbun vang hendak diselessikan secepat
mungkin, maka hkepada buruh tetap diminta untuk masuk
bekerja pada hari minggu vyang disesuaiksn dengan

kepentingan perusahaan dengan ketentuan bahwa buruh atan

pekerjs tersebut mendapst upah lembur.




Selanjutnya dalam ketentuan pasal 11 ayat 1 Undang-
undang hkerja No. 12 tahun 1848 dijumpsai pula waktu
istirahat tahunan. Ketentuan ini mengdenai waktu istirahat
tahunan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 21 tahun
1854 sebagdail peraturan pelaksansannya. Dalam praktek
pelsksansannya di Perusahaan Kain Sutersa Hustagim,
pemberian istirahat tahunan ini menurut A. Syafri selsaku
Wakil Pimpinsn Perusahaan Kain Sutera Hustagim pads
penulis pada tangdal 13 Juni 1984 di Kab. Wajo mengatakan

bahwa
"Pelkerja vang mempunyai syarat-syarat tertentu maka
setiap tahun mendapat cuti atau istirahat tshunan
dengan wmendapat upah penuh sesusai PP. No. 21 Th.
1854" .

Berdasarkan hketerangan di atas wmahs pehkerja dalam
Perusshaan Kain Sutera Hustagim harus mengajukan
permohonan selawmbat-lawmbatnya 2 {dua) hari setelah hari
istirahat dimulai. Adapun pekerja vang menjalani
istirahat tshunsn ini pads dasarnys hak itu harus
dinikmati secara keseluruhan sampai hsabis wakiunya,
sehingga tidak akan wmendapat panggilan dari perusahaan.
Perlakuan perusahaan dengan memanggil kembali pekerja
vang sedang menikmsti istirashat tahunsn s8dslsh hkurang
bijaksana, oleh karena itu jauh sebelum waktu istirahat
tahunan diberiksn kepads buruh, perusahazsn hendaknya akan

mengatur seefisien mungkin sehingga tidak dilakukan




pemanggdilan terhadap pekerja vyang menikmati hari
istirahat tahunannya.

Ketentusn vyang mengatur tentang pemberian waktu
istirahat bagi pekerja wanita haid, hamil dan bersalin
terdapat pada Undang-undang hkerjs No. 12 1848 sesusai yang
diatur dalam passal 13 yang mengataksan

"1. Buruh wanita tidak boleh diwajibkan bekerja

pada hari pertama dan kedua waktu haid.
2. Buruh wsnita harus diberi istirahat selama satu

setengah bulan sebelum ssaatnya ia menurut
perhitungan ahan melshirkan ansk atau gugur

kandungan.
3. Waktu istirahat sebelum saat buruh =menurut
perhitungdan akan melahirkan anak, dapat

diperpanjang selsma-lsmanya 3 bulan, Jjikalsu
dalam suatu keterangan dokter dinyatakan, bahwa
hak itu perlu untuk menjasgs hkesehatannya.

4. Dengan tidak mengurangi vang telah ditetapkan
paeda pasal 10 ayat (1) dan (2} buruh wanits
vang anaknya masih menyusui, harus diberi
kesempatan sepatutnya untuhk menyusuksn anaknys,
jikalau hsal itu harus dilakukan selama waktu
kerja”.

Ketentuan pasal di atas, wenegaskan bahwa pekerja wanita
dilarangd melakukan pekerja pada hari pertama dan hari
kedua wahtu haid, maksudnya untuk menjaga kesehatannvs,
serta kodrat sebagai wanita dihari tertentu mendapat hal
demikian kita yang harus hormati mereks.

Selanjutnya sebagaimana dalam Peraturan Pelaksanaan
Kesepakatan Kerja Bersama vang diteraphan dalam
Perusahaan Kain Sutera Hustagim pasal 18 menegashkan

bahwa :



"1. Bagi karyawan yang akan melahirkan berhak atas
cuti hamil selama satu setengah bulan sebelum
dan satu setengah bulan setelah melahirkan atau
gugur kandungan, dengan mendapat upah.

2. Bagi vyang akan mendapat cuti hamil tersebut
harus mengajukan permohonan terlebih dahulu
kepada perusahaan, dengan disertai surat kete -
rangan Dokter atau bidan yang merawatnya.

Jadi berdasarkan data yang diperoleh penulis selama
penelitian pada perusahaan Kain Sutera Mustagim mengenai
jumlah tenaga kerja yang pernah mendapatkan waktu
istirahat tahunan, hamil, maupun waktu istirahat bersalin

adalah sebagai berikut :

TABEL 5 : JUMLAH TENAGA KERJA YANG MENDAPAT WAKTU
ISTIRAHAT TAHUNAN, HAID, HAMIL, DAN BERSALIN

DARI TAHUN 1990 - 1994.

PEKERJA YANG MENDAPAT ISTIRAHAT

I 1
l l
1 ]
| | | 1 | | 1
|TAHUN | Tahunan | Haid ] Hamil | Bersalain | JUMLAH |
I t i l t i 1'
| 1990 | = [ | - | = | - I
| 1991 | - e | . | 4 | - [
| 1992 | - ] - I 2 | 2 | 4 |
| 1993 | 1 ] 2 | 1 | 1 | 5 |
| 1994 | - | 5 I - | - [ S |
L [ 1 1 1 1 ]

Sumber Data : Perusahaan Kain Sutera Mustagim 1994
Pekerja wanita yang hendak menggunakan haknya untuk
istirahat, harus menyampaikan surat permintaan istirahat

kepada majikan selambat - lambatnya 10 ( sepuluh ) hari




sebelum waktu istirahat dimulai. Surat permintaan

istirahat itu hsrus disertai surat keterangan Dokter atau

Jika tidak ada dokter, surat keterangan dari bidan dan

Jika kedua-duanya tidak ada maks surat keterangan dari

pegawal pamongd praja yangd serendah-rendahnya Camat.

4.2. Faktor-Faktor vyang Henghambat dan Hendukung
Pelaksanaan Kesepakatan Kerja Bersama.

Pemerintah, Serikat Pekerja maupun pengussha setuju
bahwa antara serikat pekerja dan pengusaha seharusnya
terjalin hubungan ketenagskerjasan yvang harmonis. Dalam
menghadapi pekerja pihak pengusaha Kain Sutera Hustsgim
kadang-kadang bahkan sering menjumpai hambatan-hamnbatan
ataupun kesulitan. Kesulitan ini sering ditimbulkan dari
pihak pekerja, sebaliknys pihsk pekerja merass pulsa ﬂ
mereka Jjuga mendapat hambatan dari pihak pengusaha.
Antara pihak pengusaha dan pekerja sering terjadi ketidak
cocokan, konflik dan perselisihan. Persoalan den%kian
selsmanya tidsk sahkan selesai b@la masing-masing éidak
bersedia mencari jalan keluar. Apalagi kalau hanya saling
menyalahkan.

Adspun hambstan-hambatan yang dijumpai dalam
melaksanakan Kesepakatan Kerja Bersama pada Perussahaan

Eain Sutera Hustagim adslah
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KEurang memahami hah dan kewajiban.

Hambatan ini datangnys bukan merupakan kesengajsaan
dari pihak pekerja semata-mata. Kekurang naﬁéngn
tersebut terutama harena tidak ada pihak-pihak vyang
memberikan pengertian tentang hak dan kewajiban bagi
seorang pekerja. Dalam hal ini vang berhak adal;h
pengusaha, pemerintah para tokoh masyaraksat, dan
terutasmas parz pimpinan Serihkat Pehkerjs.

Karena itu peran Depnaker Di Kab. Bone perlu
memberikasn perhatian. Sebagaimana keterangan yvangd
diberikan oleh Bachrum Sinrang selaku Kasi Hubin Saker
pada Kantor Depnaker di Kab. Bone pada penulis psds
tanggdal 15-Agustus-1994 mengataksn bshwa

“Departemen Tenaga Kerja hampir setiap tahun
memberikan penyuluhan-penyuluhan terhadap para
pekerjas vang sada dalasm Perusshssn Kain Sutersa
Hustaqgim di EKab. WAjo begitupun terhadap
pengusaha dalasm wmeningkathsn produktifitas
kerja secara keseluruhan".

Pekerja berhak bahhkan wajib mengetahui hahk-hak mereks
sebagai pekerja dan sekaligus sebagai warga negara
dalsm sustu negara vyasng merdeka. Kepada mereks wajib
diberikan petunjuk bahwa mereka berhak dsan patat
mendapat perlakuan yang baik dan laysk,; disamping

Jjaminan-jaminan sosial bagi mereka beserta
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keluarganya. Hereka juga berhak memperoleh Jaminan
keamanan bagi mssa depan mereka.

Sebaliknya kepada mereks Jjuga perlu diberiksan
pengertian sksn hkewsjiban-kewajiban mereka. MHKereka
harus sadar bahwa mereka wajib bekerja selama 7 Jjam
sehari, 40 sampai 50 Jjam dalam seminggu. Hal-hal
tersebut merupakan kewajiban pokok yang wminimal hsarus
diketahuni dan dilaksanakan oleh pekerja. Karensa
kekurang pengdertian pekerja akan kewajiban-
kewajibannya tersebut kirasnya wajsrlsh bila pengussaha
sering mengeluh.

Furang disiplin.

Ini adsalsh hkenyatssn, merupshkan kelemahan paling
menonjol dari pekerja pada umumnya di Indonesia dan
khususnya di Perusahaasn Kain Suters Hustagim.
Kelemahan ini disebabkan oleh kebiasaan-kebiasaan,
sikap - sikasp, tradisi, dasn sebagainya yesng sifatnya
menghambat. Latar belakangd sosial pekerja juga sangat
nempengarnhi penegakan disiplin. Datang terlabat di
tempat kerja, istirahat melebihi waktu yand ditentu-
kan, sering minta izin wmeninggalkan tuges dengan
alasan tidak sah, wmerupakan penyakit sebagian pekerja.
Disamping memsng menjadi tanggungjswab pekerjs namun
agaknyva sandil pimpinan perusahaan sendiri dalam men-

ciptakan kekurang disiplinan pekerja cuhkup besar. Hal




ini merupakan kenyataan bszhwa para kgryauan pads
Perusahaan Kain Suters HMustagim sering datang terlam-
bat, ini dikarenakan dalam perusahaan tersebut rata-
rata mempekerjakan kelusrgsnys sendiri.
3. Kurang pendidikan.

Seperti diketahui bshwa dalam Perusahsan Kain Sutera
Mustagim rata-rata mempekerjakan pekerja vang
berpendidikan SHA mahka dapatlah wempengaruhi
produktifitas kerja.Terlalu sedikit dari mereka vyang
pernah memperoleh pelatihan formal dalam suatu
keterampilan tertentu. Akibatnya ialah upah bagi
merehka jadi kurang (karena kurang produktif)

Selanjutnya penulis akan membahas faktor-faktor
vang wmempengaruhi pelaksanaan Kesepakatan Kerja Bersama
dalam Perusahaan Kain Sutera Hustagim.

Adapun vang menduhkung pelahksanaan Kesepakatsn Kerja
Bersama vyaitu adanya hubungan vang harmonis antara
pengusaha dengan serikat pekerja. Perusahaan tidak boleh
menghalangi kegiatannya untuk mengurus Serikat Pekerja
dan anggotanya.

Disamping itu hal 1lain yang dapt mempengaruhi
pelaksanaan Kesepakatan Kerja Bersama adalah peran
Depnaker dalam mendswasi pelaksanaan Kesepahkstan Kerja
Bersama vyang diterapkan pada Perusahaan Kain Sutera

Hustaqim. Dalsm hal ini maka Depnsker mendawssi langsung
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bagdaimana pelaksanaan yang disepakati bersama, kalau-
kalau terjadi penyimpangan dalam menjalankan perjanjian
kerja atau menyimpang aturan-aturan. Depnaker juga secara
langsung wmelihst keadasn vyang ada dslam perusshaan
tersebut terutama masalah keselamatan kerja bagi para

tenaga herja.
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PERUTUP

Setelah penulis membahas keseluruhan dsari karya
ilmiah ini,sebagai kelaziman sensntiass diakhiri dengan
kesimpulan dan saran.

Dan sudah bsrang tentu simpulasn dan saran ysng saksan
penulis uraikan pada bagian penutup ini merupakan ikhtiar
dari keseluruhan pembshasan ditsmbah satu penulis berups

saran.

5.1. Simpulan

Dengan berdasarkan beberapa uraian vang dikemukshkan
sebelumnys, maha penulis dapat menyimpulksn sebadai
berikunt :

1. Bahws psda Perusahsan Kain Suters Hustsgim berdasarkan
pengamatan, sebagian telsh memenuhli syarat-syarat
kerja berdasarkan Kesepakatan Kerja Bersama. Walaupun
itu mesih ads dslam hsal-hsal tertentu yvang diastur dsalam
Kesepakatan Kerja Berssma belum dapat terlakssans
dengan baik? ini disebabkan karena dslam Psrusshaan
Kain Sutera MHustagim masih bersifat kekeluargssn.
Begitupun dalam hsl pemberian upsh vyang diberiksan
kepsda psara pekerjas pads Perusahaan Kain Sutera
Hustagim yvang berdassrkan pads isi ketentusan

Kesepakatan Kerja Bersama pads pasal B8 juga diberikan

&4
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berdasssrhkan keshlisn, hkecaksapan, brestasil kerjafﬁdan
kondite vyang bersangkutan. Dan dalam hil pelakqanaan
pemberisn waktu istirshat terutams waktu—;iéfirahat
haid pads Perusshsan Kain Sutera Hustsqim sering tidak
digunahan oleh peherja wanita sebab mengingst
peherjaan diperusahaan yang tertimbun-timbun yang
harus diselesaikan secepat wmungkin, Jjadi terpshkss
tetsp melakukan peherjsan seperti bisss.

Faktor vang mempengsruhi pelshsansan kesepakstsn kerjisz
bersams dibidang pewberisn upsh dsan cuti padsa
Perusahaan Kain Suters Mustaqim Di Dsersh Tinghkat I1
Wajo =sdaslah adanya hubungan yang harmonis antarbt
pengusshs dsn serikst pekerjs diesmping itu hsl 1l1sin
uempengaruhi pelaksansan EKesepskatsn Kerja Bersama’
adalah peran Departemen Tenags Kerja dalasm wmengswasi
pelaksansan Kesepashkatan Kerjs Berssma ysng ditersphkan

pada Perusshaan Kain Sutera Hustagime

5.2. Saran.

N

(

'
Sebaiknys Perusahaan Ksain Sutera HKustsqim tidsk

selalu berpstoksn pads sistem hekelusrgassn. Ini dewmi
terwujudnys parsturan vyang sads ksasitsnnya dengan
Kesepakatan Kerja Berssma.

Agar memperhatikan keluhan-keluhan vyangd dissmpaikan

oleh pekerja vyang ada dalam Perusahaan Kain Sutersa
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Mustaqim. Segalahnya wajib ditanggspi. Bila pengussha
dapat dan sanggup memenuhi tuntutan sebaiknys segersah
dipenuhi, dan bilas mana tidsak memunghkinkan maka
sebaiknya kepads pekerjs diberiksn jawsban puls dengsan
menyebuthkan alasan-slasssn yang hkonkrit dan dapat
diterims. Sebiss-bisa diusashsahkan dengan menggunakan
bahasa pekerja, tidak berlsrut-larut.

Hendahknya tensga kerja wanits diberi penyuluhan oleh
Depasrtemen tenaga kerjs Republik Indonesis utsmanys
pemahaman mereka terhadap hak-hak dan kewajiban mereks
selaku tenaga kerjs, serts hendaknya setiap
perussahsan mengadakan penatarsn tentang Hubungan
Industrial Pancasila pads setisp karyswannya baik

tenaga kerja pria, msupun tensgs kerjas wanita.
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= Upgh dalan Dulan yeng sodang derjalan,

- Buwbangen ongkos pongburan, nininal M 50,000~
- Uang &uka yas dDosanya disosuallos dongon masa kerjanyn dengmn berpodoman

pada ketantusn PITJo.4 Ty, 1986 ( Poroturzn Menterd Tenaga Rexje ).
El M Seshted e




2,

24

1.

2e

-B- -

Dan apabila keluarga karyavan yang meninggal dunia maka: pés 4
berikan sumbangan sesuai dengan lkebdjakoanaan perusahaan M-Rp;ﬁ.ooo,_

BAB VII
19T 1A UAN {UN/1IA} Z Ga i 1 & 1 UR
Pasal 16

Jotalah bekorja 6 (onam) hari berturut-turut kopeda lkaryavan diborikan isti
rahat mingguan gsolama 1 (satu) hari,

Pada hari-hard libur resmi/hari mmya yang ditetapkan Pemerintah, lkaryawan di
bobaskan wntult bekerja dongan mendapat upah penuh,

Pasal 17

IOTIRANAT TANUTTAN

Setiap karyewan yang telah bolerja welama 12 Lndlan berturut-turut berhak a
tas istirahnt talmnan seclama 12 hard kerja dengan mendapatkan upah penuh,

Porugsahagn dapat monunda istirnhat tahunan dan istirshat tahunan tersebut da
pat dibagl dalam bebempa baginn asal satu bagian terdapat gselcurang-lourang
nya 6 (ocnam) hard kerja terus-menorus,

Dagi karyawan yang alkan mongauakan istirahat tahunannya, lkoryawan harus ne
ngajukan permohonan terlebifs dahulu somingpu sebelwmya kepada pimpinan por

. wsahaan,.

de

Porusahnan akan momberdtahukan bilamona halk atas 1stimhal talnnanyn lkepada

.kmnvan.

De

llak atas istirehat tahunan gusur bilamana waktu 6 (enam) bulan setelah lahir
nya hak tersebut karyawan termnyata tidalk momporgunalzan haknya bukan  karmma
alasan-alasan yeng diberikan oleh perusahaan,

Pasal 18 seeves
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Pasal 18 1S W
OUTY HANII/KEGUGURAN A\ NS
. . "{ s \‘- ¢
AT <
Bagl lkaxyawan wanita yang ekan melahirkan beriak utas outd hanm :dm 14

(satu setengah) bulan sobelum dxr 14 bulan setelah melahirian atau gugur
kandungan, dengan mendapat upah penuh,

Bagl yang akan menggunalran ocuti hamil ternclnt harug nongajulian pormolionan
torlobih dahulu kepada perusahacn, dengan disortal surat keterangan dokter
atau biden yang meravatnya,

Pasal 19
IZ1O7 MENINGGALILAN PIEBRJAAN DuliGAIl IIRNDAPAT Ul’MI/TMJPA UPAIL

Perusahaan dapat monbexrikan imin kopada karyawon maningmalkan pekerjaan
dengan mondapat upah penuh apabiln 1@
a, Pernikahan karyawan sondiri = 2 (dua) harti
b. Pernikahan/pengihitanan anak karyavan = 1 (satu) hard
ce Ioteri karyawan melahirkan = 1 (oatu) hari
d., Suomi/istord/anak karyawan neninggel = 2 (dua) hari

dunia
Izin meninggallion pekorjoon tersebut harus diperoleh torlebili dahulu dari
porugahican keouali dnlam koadaan mendesalk Dulcti~-lulkti tersolut dapat di
gjulcan kemdian,

Atas pertimbangan-pertimbangan pearusahaan izin meninggallan pekerjoan di

luar ketontuan-ktetontuan torsebut dintas dapat diberiltan tanpa upah.

4e

1.

Setiap karyawan yang meningmmlka n pekeriaan tanpa igin perusalaan atau
gurat Leterunman/alasan yong dapat Aitorima oldh perusahnan dianggep -
mangkir,
DAD VIII
Pasal 20
KSSRLAITTAN EBRIJA DAN PBRLIICIAPAI IEIJA

Setiap karya wan wajib menjoga keselamatan dirinya dan karyaewan lainnya

dan wajid memakad eloat-alut kojalométon lierja yang telah disedislaan por
usahaon gerte menglluti/mematuhi ketentuan-ketentuan mongonad keselemat
an kerja dan perlindungan kerja yang berlalu,

2e Apablla sesase



Se

an dan kese lamaton karyawan, harus Segera melaporken Kepe
usahaan/atasannya,

DLluar waktu kerja yang telah ditentukan perusahaan setiap karyawon tidak
diperbolehkan mouakai/menggunakan alat-alat atau perlengkopan kerja mnilik

~ perusshaan untuk keperluan pribodi,

4

1.

2.

dotinp karyuwan wajib menjagn alat-elat/perlengkapan kerjn dengan balk dmA

teliti,
BAB IX

Pasal 21
TATA TERTID PRRUSANAAN DAN KEWAJIBAN-IEWAJIBAN KARYAWAYN

Setiap karyawan harus hadir/berada ditempat kerja mesing-masing tepat pada
vaktunya yung telah ditetapkan dan demikian pula pada waktu pulang mening
enlkan pekerjaan tepat pada waktunya.

Jetiap karyawan wajib mengisi daftar absensi/menyerahkan kartu kerja pada
tempat yang telah ditetapkan baik pada waktu masul/pulang bekerja dan ha
rus diserchlan/diisi oleh karyawnn sondiri, apabila tidok melakukan/meng -
i5i daftar absensi tersebut yang bersangkutan dienggap nangkir, dan upeh -

~nya tidak dibayar,

Se

Setiap karyawan wajib mengiluti dan mematuhi seluruh petunjuk-potunjuk a
tau instyeulcsi-instruksl yang diberilan oleh ataseannya atau pimpinan peruse
haen, yang berwewenong memberika n petunjuk-petuniik/instruksi,

Jotiap karyawan wa)lb molaksanakan seluruh tugns dan kewajibannya yang di

‘ berikan kepadanya oleh perusaghaan.

Setiap karyawan wajid nmenjags dan menelihars dengoan bedk semua milik  per
usahaan dan agor sogera melaporkan kepadn pimpinan perusahaan apabila nene

-~ mud hal~hal yang dapat menimbulken bahaya atau keruglan perusahaan,

Te

Jetlap karyawon wajib nemelihara dan memegang teguh rphasia pexrusahaan,
torhadap siapepun mongenai segala yang diketahuinya mengenal peruschaan,

Setiap karyavon wajlb nelapor kepada pinpinan perusshsan apabila ada per
ubshan-perubahan akan gtatus dirinya, susunan keluargn, perubahan almt_
dan sobagninya,

al %tiap eseshe
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8. Setiap Xaryavan memelihare Semua slat-alat kerja, nm*
nya Sebelux mulal bekerja atau akan meninggalkan pekerd
mtmammmnhmmmmm
pekerjoan,

9, Dan lain-lain sebagninya,

Pabal 22
LARANGAN LARANGAN BAOI KARYAVAN

1. Setisp karyawan dilareng nembewe/menggunaken barang-bareng/alat-alat milik
perusahasn keluar dari lingkungan perusahaan tanpa seigin pimpinan peruse
hagn yang berwewenang,

2, Setiap karyawan dilarang melakulmn pokerjaan yang bukan Lagisnnya/tugnsnya
dan tidak diperkenaonken mematuki ruangan lain yang bukan baglannya,kecadli
atas perintah/seizin atasannya.

3+ Yotisp karyaweu dilarang wenjual/mempordagangken barang-barang berupa apa
pun atau mengndakan daftar sokongpul, menonpelkan/mengedarkan foster~foster
yang tidak ada hubunzamye dengan pekorjaannye tapa Soigzin pimnpinan peruse
. haan,
4, Sotiap kargaven dilorung minu ninuaan kexrns, waluk diteupat korja, mombava
/menyimpan/nenynleh gunaken behan narkotika, melakukan Jogala nacam porjudi
an dan bertengkar/borkelahi sesama koryavmn/pinmpinan 44 dalon porusahnen,

5. Sotiop karyawan dilarang membawa Senjate apdffajam kedalan lingiuogan per
usnhaan,

Ce Dotio) karyevan dilarang molakukan tindoken o su8ila,
7. Dan lain-loin sebagainya.

BAB X
Pasal 23
PELANC GABAN TATA TBRTIB YANG DAPA'T MENGAKIBATHAN PRUTUSAN JIUB.KRRJA

Jetlap karyavan yang melalukan pelanggaran berhadap tata tertil peruseha
an, palanggaren hulcum atau morugikan perusahaon dapat dikenalcan Sanksi Pamutus
an Mubungan Korje, don dilaksanaken sesuni dengun prosodure Undang-undang yang
bexlokn ynitu Undang-undang 10,12 /1964, Antara lain yay; tormasuk pelanggaran
berat :

o, Melakukan ...




8. ldnknhn pencurian/penggselapan

b, Nelakuksn penganiayasn derhadap pengusaha, keluarga W\ngg)#//
. karyawan, KAGA Yz

Cs

d.
=
T,
Ce

h,

1.

Memdkat mm. keluargn penguisahs atau teman Sekerja untuk melalaudtan /
bertuat sesuatu yang melanggar hukum atau melakukan kejashatan,

Merusek dengan songaja o0leh korena kecerobohannya milik perusahnan,
Memberikan keterangan palsu

Habuk, berkelahi dan berjudi ditempat kerja,.

Manghina secaxn kasar/mengancan pengusaha, keluarga pengusalia atau temanse
keorja,

Mombongkar yahasis perusahasn/rehnsias rumah tangga perusahaan,

Posal 24
PIMBERIAN JURAT PERINGATAN

Pengusahe dapat memberikan surat peringatan lisan/tertulis kepadsa setiap -

karyawan yang melakukan palanggaran tata tertid kerje perusshasn antars la

in sobagai berikut

a, Tidak mematuhi ketentuan-ketentuan kesSelamatan kerja, petunjuk-petunjuk
. atasan dan lain-lain sebagainya,

b, Jering datang terlambat atau pulang mendahului waktu yang telah ditentu
. kan,

o, lonolak perintah yang laya k, :

d, Malalaikan kewajiban secara Seranpangon, :

o, Tidak ocakap melakukanppkerjasn walaupun telah dicoba dimans-mana,

_ f., Dan lein=lainnya,

-

3.

Kepade karyewan yang melakukon pelanggaran tate tertid peruschaan akan ai
berikan surat poringatan ssoara tertulis yaitu 1

- Surat peringaton portana

- Surat peringatan kodun

- Jurat peringatan ketign

- Suraet peringatan keeupat
Surat peringatan tidnk porlu diberikan menurut urutannya tetapi depat a4i
nilal momurut besar kecilnya kesalehan yang dilakukan oleh karyawan,

‘. Masing-an8ing csees



1.

lan 4 an apatila ternyata yang bereangkutan masih melaloucan P
lagi maka perusahasn dapat memtusican Mubungan Kerjenyn don ailL
sesual dengnn presedure Undong-umdeng Ho, 12 Tahun 1964,

Pasal 25
MAODCGKIR

Apabila karyawan tidak masuk korje tanpa igin atau alasan yang dapat ai
torina oleh perusahaen maka karyawan tereebut dianggap mengkir, dan kepada

- nya pada harl tidak maguk kerje upahnya iidak dibayar.

2

1.

Apabila karyawan mangkir/tidok masuk kerja tanpa surat keterangun yang sah
/diterima perusahacn solana 6 (enam) hari berturuteturut atou 8 (delapan)
hari dalam waktu yang Ssebulan maka perusahann dapat nmexutusian hubungnn .-
kerja dan dilskoanakan Sesunl dangon prosedure Undanp-und-ng No,12 /1964,
( dongan menberikan Surat panggllen antara dua hari ),

Posal 26
SCHORSING

Schorsing dapat dikenakan kepadn Setiap karyawan yang melakukan pelanggar

an torhadap tata tertid kerja atau tidak menjalankan kwajibannym sebagni

_mnuﬁmuﬁumymumm.

2.

Jongkn waktu schorsing paling lema 1 (satu) bulan kecuali menungau keputu
san P-4 Daerah/Puset, Den delana sSchoreing upehnye dibayer 50% dari gaji.

Pasal 27
PEMUTUSAIT JTUBUNGAN EKERJA

Dagl karyawan ynng tolah melakukan pelanggaran berut atau telah diberikan
surat peringatan, setelah 3 (tiga) kali, maka perusahasn dapat memntusican
hubungan kerjanya dan dilaksansken Sesuai dengan prosedwre Undang-undang
o, 12 Tahun 1964,

Bagl karyavan yeng nltan nengudurdan dird dari perusahann, dapat mengafiu
kan permohonan Scoarm roamni selueng-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya
kepada Pimpinan Peruschaan,

DAB XX T LI



i l;l"
A .’:~ ™

s I__“,\ atar '* I.lI
BAB XI ARy [
FPasal m ’:\\ //Q.\"z
PRNYRISSATAN KRIUN KESAH FREUSAHAAN . " "

1, Apadila terjadi keluhan-keluhan/kecureng pussen dari karyawon atas keadaan
tertentu, maka sedapat mungkin akan diselesaikan Secara muasyavarah dengan
prosedure yang tertib, dengan menyampaikan/membioarnlan melalui atasennya

' dan epabila belumdapet diseclesailan diteruskan kepada yangs lebih tingedi,

2e¢ Apabila tidok dapat dioselesallton oleh kaayewnn fSendiri maka persoalannys
~ diseledalkon bersano~sand dengnn Jerikat Pekorja ( 32 ).

J« Apabila ternyata jugn tidak dopat ddselesaikan antara Serikat Pelcerja(sP)
dan Pimpinan Perusaha:n maka baru dimintakan bantuannys Departemen Temaga
Eerja steqpat untuk dapat disolenallkon lebdl lanjut,

BAD OI
Posal 29
PROGRAM EKBIUARCA BEREICANA ( KB ) DIRERUSAHAAN

1+ Progran Eeluarga Berencana adalah merupakan salah satu begian untuk menun
Jang paningkatan kesejahteraan pekerja, untuk itu perlu adanya peran Serta
aktil dard pihak pekerja maupun po rusahinan,

2, Bahwa untuk pelaksanaan Progrem Keluargn Berencana di Perusehann perlu ada
uyd Unit/Personil yan, menanganinya,
3¢ Untuk kalancaron Program lerdebut, peruschasn akan nmembantu sesuai dengon

kemampuan yang ada.
Pasol 30
EOPERASI KARYAWAN

Untuk membantu meringankan beban hidup karyawan dan keluarganys, dianggep per
lu jike memungkinkan perusahaen dapat membantu mb-ntuk Eoperasi Karyawan un
tuk dikoelola dengan b aik,

Dalan peabentukan XKopernsi tersebut pihak Pengusalhin dapat membantu mem
berikan modal kerja/useha Sesuai dengon kebutuhan Serta memberikan fasilitas
berupa toapat/ruang kerja untuk Koperasi Karyawan tanpa dipungut biaya.

Untuk meningkatian Koperasi Karyawan tersebut, karyawon diharapkan menjadi
anggots Koperasi serta dapat memonuhi kewajibonnya sesuai dengan anggaren
runah tongge deni suksemnya Koperusi Earyawan tereebut,

BAD XITI sececcas
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Pesal 51 - g
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1. Kesepokatan Kerje Dereams ini mulad berlaku sojak ditanda sangani ( berlsku
2 tahun ),

2, Mlonana 8Salah satu pihsak akan mengadekan pembaharuan harus diberikaimican
terledbih dahulu kepada pihak lainnye sedikitnya 1 (satu) bulan sedelum bor

. akhirnya KD indi,

Je Apuldla sanpad akhir berlekunya KKB ini tidak ado pemberdtahuan untuk por

ubahan/penbaharuan dari salah satu pihak, make XKD ini dapat diperpanjang
_ berlalamya 1 (satu) tehun,

4, Bllonana didalem XKB ini ada hal-hal yang bertentangan dengan PeraturonPer
undang=-undangan Kotenagaker]aan menjadi batal den ynng borlaku adalah sosu
al dongnn kotentuan yang ada,

S5« Kesepakatan Kerja Dersema ini diberitahukan kepada Pelerje atau Anggota Jo
rikat Pekerja,

6, Demilkian KKB ind diduat dan ditanda tangani oleh kedua belali pilink dengan
poauh pengertian dan kesadarun untuk dileksanskan dongan Sebalk-baiknya,




PENYAKSIAN PENANDA TANGANAN
KESEPAKATAN ERRJA DERSAMA PRRIODE 1994 -~ 1996

Antara

Partormman Sutera PT MUSTAQIEM
Dongan
SPUI UNIT KERJA Perterunan Fpera PT MUSTAQIRM

Eami yang bertande tangan dibawah ini menyatakan bahwa KKB antare Pertemuinan
Sutern PT, Mustagiem dengon 5P3I Unit Kerja Pertenunan utera PT, Mustaqieam,
miial berlaku sejak ditanda tangand kedua belah pihak $berlakn 2 talnm) yang

Gidartar pada Ditjen DINAWAS, Departcuon Tenagn Kerja RI sesual Undang-undang
Ho, 21 Tuwhun 1954 dangan roaai berlalu :

Ditetapkan di » Jengkang
Padon Tangehl 1

JPCI UNIT ERRJA
Portonunan Sutora P77, MUITAQIEM

SN
Za bl PEEN 5
Vol oD M
| USTRO.TY
LN /DB AJSATRI
7
Eetua

Pananda tanganan Kesepakoatan Kerjeo Dersana ini Disaksikan

0leh md}*%”‘!&lm Dopartenen Tenaga Lexrja
/g?. opind Pulemess Selatan
W
10
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TEAM FERUNDING
EBSEPAKATAN KERJA HBERSAMA

PRRIODE 1994-1996

SPSI UNIT KERJA PRRTEBNUNHAN

SUTERA PT, MUSTAQIEM PIMPINAN PERUSAIIAAN
1. DR3, A, SAFRI Kotun -+ 1, BAJI MUSTAKIM EKetua
2, DRA, LINDARYANI ¥kl Ketun 29 HAJI HARTAVIAH Sekretaris
3. NURJAEA Seiretaris 3. USHMAN, S Anggota
4,&391! Anggota 4, MuUl, YUZUS Anggota

5 IRAWATI Anggota



Menimbang

Menginget

Memperhatikam 1

Menetopkan
PERTAMA

KEDUA

MENTERI TENAGA KEHJA
REPI'BLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERT TENAGA KERJA
NO., KEP- 36 /MEN/1994

TENTANG :

PENINGKATAN UPAH MIKIMUL REGTONATL
DAERAH SULAWESL SELATAN

MENTERT TENAGA KERJL RI,

a. bahwa Up~h ifirirum Reg®l nel Dearch Sulewesl Selatan se
bogaimana di tetapkon dolam kepmtusen Meanteri Tencga
Kerja RI No, KEP-85/MEN/1992 tanggel 24 Pebruaeri 1992,
sudeh tidak sesual Tagl drngan rerkembongsn harga ke
butuhan sehers -hqozdig

be. baehwn untuk meningkatkan ;recdukiivitcs kerjo den kese
Jehteroan pekerje di Daerah Sulevesi Selaton, perlu di
adakan peningkatan wpsh mirimum yong ditetcpkan dengen
Kezutusen Menteri. '

l. Keputusen Presiden RI,No, 174 Tghun 1993 tentecng Fer
ubahan Atas Keputusen Pz :iden RL No. 15 Teshun 1984,
tenteng Susunan Organisosi Derariemen =ebagaimana telch
Dua puluh kali Diribah, terahir da2rgan Xeputusar 2Pre
giden RI No., 83 Tarun 1993;

2. Keputusen Presiden RI No, 95/M Tchun 1993 tentang Pem
bentukan Xabinet PemPangrnan VI ;

3. Persturar Menverd Ter:ze Kerja No, PER-15/MEN/1989 ten
tang Upah Minimum ;

4. Peraturen Menteri Tenugs Kerjo No.Pe-—06/MEN/196) ten
tong Ralat Peraturza Men*erli Tenaga Kerjc No.PER-15/
MEN/1989 tentong Ussh Minimum ;

5. Pero¥aron Menteri Tei.gu Kerjo No.PER-OL/MEN/199C ten
tang Perubahan Peraturan Menteri Terago Kerjo No.PER -
05/MEN/1989 3

ke Keputusan Menterdi Tenogu Kerjo No. KEP-1)9/MEN/1983 yo.

Kepntusen Menteri Tenagc Kerjo No KEP-525/MEN/1928 ten
tong Orgonisosi dan Tata Kerim Deportemen Tenage Kerjae.

Rekomendasl Gubernur Kepals Docerch Tk. I Suinvwesl Selaten
No. 3 551/5981/Binsos torggal 2 Docember 1993.

M BE°M'U T U 8 K A N :

Meningkatkan Upah Minimum Regional Daerah Suiawesl Selatan

Besarnya Upeh Minimum Regional Dperch Silawesl 3elaton se
bagaimona dimaksud Amer PERTAMA dengen standord wakiu kerja
7 Jom seharl dan 40 Jam seminggu dari Rp. 1.753,- per harl
di tingkatkon menjcdl Rp. 2.3%0,—~ per hcri don Rp. €9.0C%3,-
per bulan bagl pekerls MTonan.

L‘:TIG:‘I LN N




KETIGA t le Upoh minimum adzleh upaoh pokok ditambch dengon tunjangon

tetop, dengen ketentuon upch pokok serendaoh-rendahnye 75
% dcrl upoh minimum.

2¢ Upch Minimum Regional tersebut cdsoloh upah yong diterima
dolem bentuk uang, tidek termosuk tunjcngan-tunjongan
yong berelfot perongsong.,

3+ Bogl perusochacn yeng upch minimumnyo lebih kecil dori pe
netopan ini, Fon bagl perusuvhann yong upch minimumnya
lebih besor deri penetopen Znl vidok dibenorkon untuk di
kurcngi eteou di turunkan.

4. Beganla tunjangan ticdak tetzp dan atou fasilites yeng te

leh biase diberikan kepcdn tenage kerja, tetap diberiken
diluer upah minimum sebsgaimsna dimeksud ialom Amar Keduao.

KEEMPAT ¢+ Dengen ditetepkennya Upsh inimunm Peglonal pzde Amer KEDUL,

meke Keputusan Menteri Tenaga Korja RI No.KLP-85/MELN/1992
tanggal 24 Pebruari 1992, dan K>tetsyen Upah M:iimum Sekto
rel dan Sub Sektoral yang 121ih rendeh derl latetapen ini
dinyatakan tidek berlaku legl.

KELIMA t Keputusen inf mulail berlaku peds tenggal 1 April 19%4, de

ngan ketentuan epabila dikemjdien hari ternynte tercdepat ke
keliruan dalem Keputucan ini skan diadakan perbeikan sebasgel

menea mestinya.-

Ditetepken ¢i : JAKARTA
Pede tenggal : 26 Jenueri 1994.-

MENTERI TENAGA EERJA R.I.

d.t.0/ ocp

DhS. {BDUL LATIEF

Salinen Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

l.
2.
3e
L
5«
6o
Te
8.
9.
10.
11.
=2,
13.
14.
15.

Ketua Dewan Penelitian Pengupshen Nasglonal di Jakaria
Sekjen, Irjen Deps Temnagz: herjc 4 Jakaria ;.

Dirjen Binawas Dep. Tenaga Kerje di Jakarte j;

Ketwa Komisl VI DPR 4I &L Jaaarts ;

Gubermur Kepala Daeral Tk. I Sulawesl Selaten di Ujung Pandang ;
Direktur Utames PT. ASTxK (Persexc) di Jaicmrta ;

Idrektur BPJS Mitjen Binadds Tepnekor di Jekarta ;

Kakanwil Depnaker Prcy. S:it-wezl S:latan di Ulung Pandang j
Kepala Biro Hukum & KLN JrpreXop. 44 Jekaria |

Ketua DPPD Prop. Sulawesi Selatan di Ujung Pancang ;

Ketua DPD APINDO Prop. Sulawesl Selatan éi "jung Pandang ;
Eetua DPD SPSI Prop. Sulewesl Selatan di Ujung Pandang ;

Seluruh Kekandepnaker Deserah Tk.II ae Sulawest . Selatan ;
Seluruh DPPD di Indonesia ; /;__'_
Pertingegal .- /Disalin sssuai aslinyes oleh

J{ vgyru menyalin,
b L PEbN
P e —
\\= THAYRIN, HP,-

< “INIE, 160026974
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DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR WILAYAH PROPINS!I SULAWESI SELATAN
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN No. 69
TELP. 510180
UJUNG PANDANG

K E P UTU S AN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN TENAGA KERJA

PROPINS| SULAWESI SELATAN
No.Keps S2O2 [i.8/1/1994

TENTANG
PENDAFTARAN KESEPAKATAN KERJA BERSAMA

ANTARA

Pertamman Sutra Musiagiea

DENGAN

Unit Earja SPSI Pertammen Sutra Mustrgic

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPNAKER PROPINSI SULAWESI SELATAN

1.

2

R f0e e

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintahan No. 49 tahun 1954
tan Kerja Bersama perluh didaftar pada Departemen Tenaga Kerja.
Bahwa berdasarkan surat Kepa nIor rte a Kerja
Kabupaten /| K¥miigx Bone Ho. fﬁ‘% f“éﬂ flg‘

Tengzaly 8 Sepiembor 1994 . Telah
mengajukan permohonan pendaflaran Kesepakatan Kerja Bersama antara

Pertemmen Sutra Mustagim dergem
Uhit Kerja SPSI Pertemmen Sutra Mustagim

Bahwa oleh karena itu permohonan pendaftaran Kesepakatan Kerja
Bersama pada butir ( 2 ) di atas berdasarkan ketentuan tersebut pada
butir ( 1 ) perlu ditetapkan sebagaimana tersebut dalam diktum kepu-
tusan di bawah ini.

Undang-undang No. 21 tahun 1954;

Peraturan Pemerintah No. 49 tahun 1954,

Keputusan Presiden No. 44 tahun 1974,

Keputusan Presiden No. 15 tahun 1984;

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per. 01 / MEN / 1985.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Kep. 348 / Men / 1992.
Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep. 97 / Men / 1983




MEMUTUSKAN

tapakan

ma . Kesepakatan Kerja Bersama antara :

Perteuman Sutra Nustagin dongan

Unit Eqrja SPSI Pertmzn Suten Mawtagin
Mulai berlaku pada tanggal® g m g

sampai dengan tanggal
telah didaftar pada Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Propinsi Sulawesi Selatan

| . Bilamana diadakan perubahan dalam Kesepakatan Kerja Bersama tersebut di atas atau bila-
mana waktu berlakunya diperpanjang, kedua belah pihak harus melaporkan kepada Kepala
Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Propinsi Sulawesi Selatan

; :  Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

. Pemimpin Pertermmem Saotra Mustagin dengen

2. Umt Kerja SPSI Pertemmen Sutoe Mustagin

Ekk‘élga :
/Q 9. l"f “'.(7-" ?ff

;"‘/

|lT e T wuuAn

i 1 PRUP SULSEL
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| Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

interi Tenaga kerja;
itor Departemen Tenaga Kerja Kabupaten /#sodiga . Bane . &d hm___

FES'A



